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BUPATI BOMBANA,

mendukung program prioritas Nasional dalam
!
penduduk dan keluarga berencana yang menjadl

urusan Pemcmntahan Daerah, perlu diberikan dana alokasi

Halam huruf]
. Petunjuk Pel4

I;{abupaten Bt

ﬁsxk bantuan Operasxonal keluarga berencana
ran’ 2024, _ ;

nsarkan pertimbangan sebagalmana dxmaksud
a,!perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Lksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operamonal

I
encana Kabupaten Bombana Tahun Anggaran

. l _ | ?
1t (6) Undang-Undang Dasa.r Negara Repubhk
un 1945 : _ 1
ng Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
>rnbana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka

- Utara di va1n31 ‘Sulawesi Tenggara (Lembaran | Negara
S i
5Repub1ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan

;
Lembaran Negrara Republik Indonesia Nomor 4339),

No_mor 5587)s

élehgan Und
o

I
4 |
ot

g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
ar!dn Negara Republik Indonesia Tahun 2014
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesm
bagalmana telah diubah beberapa kali terakhlr

ang—Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Pelnetapan Pe raturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang
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' Uridang-Undemg Nomor 2 Tahun 2022 tentang Clpta Kerja
'_ men_]adl Unda ng-Undang (Lernbaran Negara Repubhk Indoncs1a
éTahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
: Indones1a Nomor 6856), _

. Undang-Undang Nomor 30 'l‘ahun 2014 tentang Adrmmstras1
':Pemcnntahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesm iTahun
'2014 Nomor 292 Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk
- Indonema Nomor 5601]sebaga1mana telah diubah beberapa kali
Eterakh1r dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

!

Pcnctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
'Unda.ng-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang C1pta Kerja

mcn_]adl Undang-Undang {Lcmbaran Negara chubhk Indonesxa

. i
;Tahun 2023 l\ornor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
| Inqonesm Nonjor 6856), | '

. 'UndanO-Und g Nomor 1 'l‘ahun 2022 tentang Hubungan

_Kcuangan a tara Pemerintah ©~ Pusat dan ; Pemenntah
: i
-Daerah(Lemb an Negara Repubhk Indones1a tahun 2022

!
Nomor 4Tambghan lembaran Negara Republik I_ndqnesxa Nomor

i

Perkcmba.ngan Kependudukan dan Pcmbangunan Kcluarga

Kcluarga Bere 1cana dan Sistem Informasi Kcluarga (Lembaran

:Negara Republ k Indones1a Tahun 2014 Nomor 139 Tambahan

Lembaran Negara chubhk Indonesm Nomor 56 14}, ;

- !
. Peraturan Pre 1den Nomor 33 Tahun 2020 tcntang Standar

Harga Satuan Reglonal (Lembaran Negara Repubhk Indonesm

E’I‘éhun 2020 Nomor 57]sebagmmana telah dlubah dengan

Peraturan Pres 1dcn Nomor 53 Tahun 2023 tenta.ng Perubahan
atas Peraturan, Presmlen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan

'Harga Standar chlonal [Lembaran Negara Repubhk Indones1a
Tahun 2023 N '_
' :

. Pcraturan Pre 1dcn Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan

mor 112);

Penurunan S ntmg (Lembaran Negara Repubhk Indones1a
Tahun 2021 N rnor 172); _ '. f.

. Peraturan Men en Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tcntang

PEmbentukan

Indones1a Taht

oduk Hukum Daerah (Berita Negara Repubhk
n 2015 Nomor 2036] sebaga.lmana tclah dmbah
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13.

14,

e r;n-tapkan

5dengan Peratl
20|18 tentang
'Nomor 80 Tat
-: [i)a:erah (Beritg
? 115"7);
- 10,
ENaslonal Nom
_Pemenntahan

: Bcrencana di

:2020 Nomor 1]
11.

Berencana Na

S

Peraturan

Peraturan Ke

-3- |

ran Menten Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
Per‘ubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
1unl 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
! Ncga.ra Republik Indoncma Tahun 2019 Nomor

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

ar 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan
B1dang Pengendalian Penduduk da.n Keluarga
Daerah(Benta Negara Republik Indonesw. . Tahun
>91, %

pala Badan Kependudukan dan Keluarga
nonal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk

:Teknls Pengg_maan Dana Bantuan Operasional Keluarga

Bprencana Tahun Anggaran 2024(Ber1ta Negara chubhk
Iﬂd'onesia Tahun 2023 Nomor 780) . ' ; ;
Peratura.n Menten Keuangan Nomor 49/Tahun/2023 tcntang

Standar Biaya

Masukan Tahun Anggaran 2024 (Benta Negara

Repubhk Indoncma Tahun 2023 Nomor 363); = a‘

Peraturan Dae

rah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016

tcntang Pem

_Kabupaten Bo
.Tahun 2016
'Peraturan Dae ah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023

_tentang Perub
2016 tentang
Kabupatcn Bo
Tahun 2023 N

Pcraturan Bu

Orgamsas: dan

cntukan dan Susunan Pcrangkat Daerah
bana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana
omor 3) scbagannana telah diubah dengan
ajn atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
cxilbentuka.n dan Susunan Pcrangkat Daerah
bana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana
mor 3); _ - ' :‘

ati} Bombana Nomor 36 Tahun 2022 tentang

Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan
]

Keluarga Berencana Kabupaten : Bombana (Berita Daerah

KabUpatenBom

e
S

Sy

bana Tahun 2022 Nomor 36); i

MUTUSKAN:

i |
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Dalam Peraturan Bupau ini yang dimaksud dengan: *
EDaerah adalah
'Pemenntah D

1.
2.

BABI .
KETENTUAN UMUM o

Pasal 1

daerah Kabupaten Bombana '. 1
erah adalah Bupati beserta Pcrangkat Daerah

sebagal unsur enyelenggara Pemerintahan Daerah

. _Bupat1 adalah upatx Bombana.
. Wakﬂ Bupati alah Wakil Bupati Bombana. .

Sekrctans Dz
Bombana

'Perangkat Dae
.Bercncana yan
.:daerah pada H
_]alw__ab kepada
uix'l.isan penger]
menjadl kewen
Dmas Pengend,
Dmas Pengen

Kabupatcn Bor

1

\

Lerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Fah Blda.ng Pengendahan Penduduk dan Kcluarga
g selanjutnya disingkat PD-KB adalah pcrangkat
cmcnntah Daerah kabupaten yang bertanggung
Kepala Daerah dalam rangka pcnyelenggaraan
Lda11an penduduk dan Keluarga berencana yang
angan daerah kabupaten. ' 1;

ahan Penduduk dan Keluarga Berencana adalah
dahan Penduduk dan Keluarga Bcrencana

} : |
nbana; : ]

i

i
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbxdang Keluarga Bercncana
Tahun Anggardqn 2024 yang selanjutnya disebut DAK Nonﬁs1k

Subbldang Keli

f
harga Berencana adalah dana yang dlalokas1kan

kedaerah untthk lmembmyal operasional kcglatan program

pnorltas nasmnal dalam pclaksanaan urusan pengcndalxan

penduduk dan : Kclua.rga berencana yang menjadn urusan

daerah guna
pembangunan

be'rf_:ncana.

|
memngkatkan capma.n pclaksanaan program

Keluarga, kependudukan dan Keluarga
- {
- .
- :

|
Dana Bantudan | Operasional Keluarga Bcrencanaa yang

selanjutnya di

sebut BOKB adalah DAK Nonﬁ51k Subbldang

]
Keluarga Beren cana yang dlalokasxkan kepada daerah tertentu

|
untuk melaksanaka.n kegiatan yang dlsesualkan dcnga.n

!

kewenangan daerah dalam mendukung upaya - pencapalan

i
]
i
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Z sasa:an priori
’ keluarga berer
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10. Keluarga Ber¢

' ulpaya mengsa
| melahlrkan,

perlmdungan,

i - -

as pembangunan kcluarga, kcpcndudukan, dan

cana serta penurunan stunting.

1 ; :
'nca.na yang sclanjutnya dxsmgkat KB *adalah

ltur kelahiran anak, jarak dan u51a ideal

f

mengatur kchamllan melalm promosi

dan bantuan sesua1 dengan hak reproduksx

untuk mewujy dkan Keluarga yang berkuahtas - 5
ll_.Blaya Medis gda]ah biaya yang diperlukan untuk mclakukan

: pelayanan ke

luarga berencana metode kontrasepsx Jangka

l

: !
: panjang di fasilitas pelayanan keschatan/ atau tempat praktek

| mandm bidan|

4

: 3
" ;

12, Bala.i Penyulu han Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut
B
Balai Penyuluhan KB adalah pusat pengendahan operasmnal

| dan pelayanar Program Bangga Kencana di tmgkat kecamatan

13.F Fasﬂltas Pel{ya;man Kesehatan | Keluarga Bcrencana yang

._selanjutnya dxsebut Fasyankes KB adalah fas1l1tas keschatan

yang membe nkan pelayanan kontrasepsi, berloka51 dan

| tenntegra31 di fasﬂltas kesehatan tingkat pertama dan di

: f}ag,lhtas kcsehatan rujukan tingkat lanjutan, Fd1kelola oleh

pemermtah terrnasuk prajurit Tentara Naswnal Indonesxa

: anggota Kepoli 1sxan Negara Republik Indonesia, maupun swasta

dan lembaga swadaya masyarakat serta telah tereglstram dalam

: 51stem 1nformas1 manajemen BKKBN dan/atau _beker]a sama

_dengan BPJS Kcsehatan ' | :f _ ;

14. Tempat Praktjk Mandu'l Bidan yang selanjutnya dlsmgkat TPMB

'adalah tempat pelaksanaan rangkaian keglatan pelayanan
kcbldanan yahg d11akukan oleh Bidan secara pcrorangan

153. Keluarga adalah{ unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri

| 'dan ayah iby dan anak, suami dan istri, ayah dan a.nak atau

. 1bu dan anak; ;

16. Kampung Ke
Karnpung KE

: terdapat inte
,dan pengua

guna menin

dan masya:akat* ) i

luarga Berkualitas yang selan_]umya dlsebut
adalah satuan wﬂayah setingkat : dcsa dimana
as: dan konvergens; penyelarasan pcmbcrdayaan

l1ne‘.t.11tusl keluarga dalam scluruh dlmensmya

tkan kualitas sumber daya manu31a keluarga

f

17 Kelompok K¢ glaltan yang selan_]utnya dlsebut Pok adalah

I
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|
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19. P

20.

21

22,

23,

It PR

_ k;el;ompok m3
. kegiatan bing

) | :
: klelluarga lansi

; mewu_]udkan k
18.

!
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syarakat yang melaksanakan dan mengelola

keluarga balita, bina keluarga rcma_]a, bina
!
a, pembinaan usaha ekonomi keluarga melalul

fk'lelompok usaha%pemngkatan pendapatan keluarga akseptor
, i

5 dan pusat

mforma51 dalam

i
ctahanan keluarga.

konschng rcmaja upaya

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Kclua.rga

'Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana

adalah kegiat
: Pemermtah
dcngan pem

yang disinergikan antara pemenntah pusat dan
erah provinsi, kabupaten, dan kota maupun
ku kepentingan dan mitra kerja. 'i

t

Pembantu Pe bma Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang
selanjutnya di cbut PPKBD adalah seorang atau beberapa orang
;kader dalam adah organisasi yang secara sukarela berperan

. Komunikasi, It

-aktlf melaks
t.lngkat desa/k
Desa/ Lurah,
S}ub Pembanty
.disebut Sub-P]
:dalam wadah
fmclaksanakan
'dluaun/ RW.

akan dan mengelola Program Ba.ngga Kencana
elurahan yang ditetapkan/ changkat oleh . Kepala

! Pembma KB Dcsa/Kclurahan yang selanjutnya
:'KBD adalah seorang atau beberapa orang kader
orgamsa31 yang secara sukarela berpcra.n aktif

dan mengelola Program Bangga Keqcana tmgkat

|

KIE adalah su
yang mengga
dan motivasi
perubahan pe
diantara sek
penggunaan s
Medla KIE

_nllenyamp i
n;aupun tida
mendukung

jPt:nurunan
IKelornpok Ke

;Kampung KB

mcwak1h semau

J

fonna31, dan Edukasi yang selanjutnya d1smgkat

i
tu Proses mtervensz komunikasi yang terencana

}
gkan pesan-pesan informasional, pcnd1d1ka.n,

nal yang bertujuan untuk mencapa1 suatu
getahuan, sikap dan perilaku yang dapat dlukur
ompok audiens sasaran yang Jclas melalul
urza.n komunikasi. ' :

dalah sarana, media, atau saluran ‘untuk

!
pesan dan gagasan, baik seca.ra langsung

la.ngsung kcpada khalayak - da]am rangka
elaksanaan Program Bangga Kencana dan
ntu{*zg : !

a Kampung KB yang selanjutnya dlsebut Pokja
ada.la.h sckumpulan orang yang tcrp111h dan

|
a unsur masya.rakat di Kampung KB tersebut

1
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\tama sebagai pcngélola program dan kegiatan di

§
'

24, Tenaga Lini I.apangan adalah orang atau sekelompok orang

(1)

. @

I
yang memiliki] kepeduhan dalam pengclolaan dan pelaksanaan

Program Ban

lapangan

i
I

membenka:

gga.i Kencana dan Penurunan Stuntmg idi lini

R | .
Pasa.12' I

-i

Maksud dltetapkan Peraturan Bupan ini ada.lah untuk

1 tac:u::m bagi pelaksana keg1atan terkait

penggunaan Bantuan Operasmnal Keluarga Berencana di

Daerah._
Njuan dite

a.

:

menyed]
Balai F

pencapd

i
1

tapkan Peraturan Bupatl ini adalah untuk

aka.n dukungan dana operasional keglatan bagi
}

enyuluhan Keluarga Berencana dalam upaya

{
ian tujuan program Kependudukan dan Kcluarga

Berencana serta Pembangunan Keluarga secara nasmnal

menyed;
obat Kk
Pendud;
pelayan,
menyed
Pemban
Berenca
lainnya

menyedj

akan dukungan dana pcndlstnbusmn alat dan
ontraseps1 dari gudang Dinas Pengendahan
ik }dan Kclua.rga Berencana ke sctxap fasxhtas
an Keluarga Berencana di Kabupaten Bombana,
lakan dukungan dana kegiatan integrasi program
gunan Keluarga Kependudukan dan Kclua.rga
na (Bangga Kencana) dan program pembangunan
di Karnpung Berkualitas (Kampung KB), |

akan dukungan operasmnal pembmaan program

Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kadcr Pcmbantu

Pembin
PPKBD); -
menyed
manajes

menyed

Kcluarga Berencana Desa (PPKBD dan sub
: {
akan dukungan dana operasmnal med1a KIE dan
nen BOKB; ' : :
laka.n dukungan opcraswnal Pelayanan KB dan

mcnycdlakan dukungan operasional pcnanganan stuntmg

i
1
1
s

!

1'
l
!
!
{




A Ats cmim o en el

Ejg BANTUAN
o
(l] BOKB merup:
urusan penge
stu_ntmg pada
lZ)jaf:rah kabuy
| Kelﬁarga Berer
(2) B!OKB sebagail
:bgarang dan jas
;urusan penge
stuntmg pada
_EDaerah kabuj
Kelua.rga Berez
(3) Keglatan BOKI
:a'. Balai Penyt
;pelayanan]
Ep«enggera.ka

penurunan

‘ pcmbinaan
"kader PPKH
(4] Slstem Pengac

0

: Jasa sebagaim
: s’ektoral BKKE

(5) Da]am hal me
"

metode lain

ok

" undangan.
|

- BABIl o
OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA |

Pasal 3

lkan bantuan operasmnal dalam pelaksanaan
ﬁldahan penduduk dan KB scrta penurunan
Pcmcnntah Daerah provinst dan Pcmcnntah
>aten/ kota pcnenma DAK Nonﬁs1k Subb1dang
ncana : o 1
narlua dimaksud pada ayat (1) merupakan ‘belanja
a L{ntuk kegiatan operasional dalam pclaksanaan
ndahan penduduk  dan KB serta penurunan
Pemcrmtah Dacrah provinsi dan Pemcnntah
Jatcn/ kota penerima DAK Nonﬁ51k Subb1dang
1ca§1a . o :
g di'kelompokan dalain menu: !

llu};a.n KB; :
B - o
r'l d:i Kampung KB; I j
stuntmg, dan .

Program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh

3D dan Sub-PPKBD. .
1aan BOKB yang merupakan belanja barang dan
ana dimaksud pada ayat (2) menggunakan katalog

rN _ f o J
nu BOKB tidak atau belum tersedia dalam katalog

. scktoral BKKBN ’s1stcm pengadaan BOKB dapat menggunakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
. !

Pasal 4

(1') Ba1a1 Penyuhrhan KB sebagaimana dimaksud délam :Pasal 3

|
. ayat {3) huruf

a meliputi:

] i
, a * operasiongl penyuluhan program dan pembinaan Tenaga

f | ' Lini Lapan
. i
: b operasions

_ c dukungan

>

gan;

f
] pengolahan data;
larigganan daya dan jasa; : E




(2) Pelayanan KB
huruf b, rnehpruti:t

(4} Penurunan s

j g mini lo
(5) Pcmbmaaan
j Sub PPKBD

| huruf e, meli

b operasion

: c dukungan

[
[
AR
R
[

ny
d dukungan j
:e opcrasmna.l

| sejahtera di
|

e . - groe e g
- i

A ﬁ : :
I-g- R C
l ' i
i

asa tenaga kcamanan dan pramusajx,

keg1atan konseling pusat pelayanan Keluarga

Balau Penyuluhan KB; dan Z:

f dukungan slstcm informasi Keluarga.

[
a. ope rasional

: b ope rasional

'c operasmnaJ ;

: d operaswna

Fasyankes, '

cbagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
| o i
- . ,.
distribusi alat dan obat kontrasepsi;

{ T
koordmasx pelayanan KB; 1;

pembinaan pelayana.n KB d1 !

i penggcrakan pelayanan KB metode konltrasepsi

a ' _]angka pan]ang, dan

e. opcras1ona

' | IFaqyankes ;
(3) Pcnggerakan

| . reglstram dan register pelayanan IKB di

di Kampung KB sebagaimana dlmaksud dalam

!
_ Pasal 3 ayat (1 3) huruf ¢, meliputi:

B
~ a.; pembekal

, b pertem
B

Pok_]a Kampung KB
Pokja Kampung KB;

c : operasion 'kctahanan Keluarga Poktan; dan

|
d “operasion penguatan Kampung KB.

(3) hurufd, m

g " pengadaar]

! berisiko stuntmg,

- d.: operasiongl dapur sehat atasi stunting; _ 1

ntmg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
ehputx f - j

bma keluarga balita kit stunting;
!

; b. operasiongl pendampingan keluarga berisiko stuntmg;
: E |

: | *operasiondll_- pencatatan hasil pendampmgan keluarga

I
1
t

!

| é operasional koordmasn tim pcrcepatan penurunan stuntmg,

f - audit kasys stuntmg, dan

|
a operasion

d dukungan

|
u

1 | ? i
a kecamatan. : 5 i

ogram Bangga Kencana oleh kader PPKBD dan
cbagalmana dunaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
uti : - ‘;
p;:laksanaan pemutakhiran data wﬂayah kerja;
pelaksanaan KIE;
Mcdla KIE; dan

manajemen

[
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! : Il’asals.

chala Dinas Pengcndahan Penduduk dan Keluarga Berencana
Bcrsama dengan : Kepala Bidang yang membldangl Kcluarga
Se_]ahtera dan Pemberdayaan Keluarga menetapkan mekamsmc
penggunaan bina 1ke1uarga balita kit stunting sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a. '

1

| |
8 . BAB Iil o
| PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL |

|KELUARGABERENCANA

o

Pasal 6

|
Pen!gelolaan BOKB di daerah meliputi:
a, penyusunan renc!ana kegiatan; 1
penganggaran; '
'pelaksanaan L.cglatan;

;.

. pclaporan, daj

o apo g

'monltonng dan evaluasi. - S
a | b

| .
: : Pasal 7

[ :

(1] Penyusunan Fencana keglatan sebagaimana du'naksud dalam
Pasal 6 huruf|a, dxlaksanakan oleh Pemerintah Daerah penenma

BOKB sesuai denga.n rincian kegiatan sebagmma.na tercantum

i
dalam Lampuan yang merupakan bagian tidak terplsahkan dari

|
|

Peraturan Bu patl ini. _
(2) chcana kcglatai'l sebagaimana d1maksud pada ayat (1) paling
sedlklt memuat: ] ' :
i

: a. menu kcglata{l;
1'3 rincian alokasi BOKB; dan

: c keterangan.

! : Pasal 8
i : |

(1) Pcnganggaran sebaga;rnana d1maksud dalam Pasal 6 huruf b,
merupakan penganggaran BOKB ke dalam APBD dan/ atau
| APBD perubaﬁlan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada
: nn01an alokasi BOKB o ;

¥
S ! - )
B
I
i
1
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i

2) Kepala BKKBN menetapkan rincian alokasi BOKB sebagannana

"
. 1
[
o

dlmaksud pada ayat (1), dengan mengacu pada rincian APBN

Pasal 9 | r

i
i

(1] Pelaksanaan ]ccglatan sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 6

huruf c, dilaks

anakan oleh PD-KB sesuai kegiatan BOKB

(2) Pelaksanaan kcgzatan sebagmmana dimaksud pada ayat (1)

, dllaksanakan

R B
S

(1) Pei'ncrintah D

JICh pengclola BOKB yang d1tctapka.n oleh PD KB.

!

Pasal 10 ;

acrah provinsi dan Pemerintah Dacrah kabupaten

menyampmkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
| huruf d kcpada Kepala BKKBN melaluti apllkaSl; sistem

pelaporan pcr-=ncanaan momtonng dan evaluas1 BOKB
(2) Pelaporan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan

BOKB setiap Jcms kegiatan, yang terdiri atas:

I

a rcal1sa31 pé nyerapan anggaran; |

b reahsam ke g:atan dan | : i

c permasa]ahan dalam pclaksanaan

(3) Laporan scbq galmana dimaksud pada ayat (1) dlsampmkan
ﬁ sct:ap triwulah palmg lambat 14 (empat belas) han sctclah akhir

tnwulan berjalan

Monitoring dan

B _ Pasal 11

evalua51 sebagaunana dlmaksud dalam Pasal 6

huruf e dilakuk

t?rhadap

tu penyampalan laporan

rapan anggaran setiap kegiatan BOKB

tara dokumen pelaksanaan anggaran APBD
a keg1atan yang telah disetujui oleh BKKBN
pelaksanaan BOKB

e. dampa.k dan manfaat pelaksanaan; dan _
f. pcrmasalaha.n lain yang d1hadap1 dan t1nda.k lanjut yang

- dlperlukan




copd

)

B I a. mandiri;

\ b terpadu.
)

! dimaksud p

" masing Unit
i

(3)

N 'dimaksud i
. | apablla diper
4.
H dlmaksud pa
(5) |

oe
S
Pengelolaan keus

dengan ketentuar

' Pengelolaan BOK
dcngan Pasal 12

-
i
b
i

; BKKBN me

pelaksanaan
ll\f[onltonng C
iMoMtoﬁng C
lMomtormg C

gMomtonng {
;dengan PD-K

Pasal 12 . *

lakukan monitoring dan evaluasi térhadap
s . ;

B(?KB secara:

Atau

Ian evaluas1 BOKB secara mandm scbagaumana
ada ayat (1) huruf a d1laksanakan oleh masmg—
Utama pengampu menu kegiatan BOKB. |
!anf evaluasi BOKB secara mandiri: sebaéaimana
ada\! ayat (2) dapat dilaksanakan sewaktﬁ-waktu
luk]a.n . E !
l::lni evaluasi BOKB secara terpadu sebaga.lmana
da’ ayat (3) dllaksa.nakan setiap triwulan. !
:lar: evaluasi pelaksanaan BOKB berkoordma31
B prov1n31 dan PD-KB kabupaten/ kota *

Pasal 13 "

i
1

mgan BOKB dalarn APBD dﬂaksanakan sesuai

! peraturan perundang-undangan, !

Pasal 14

B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampal
|

dxlaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis

penggunaa.n BOKB sebagalmana tercantum dalam Lamplran yang

mempakan bagiah ndak tcrplsahkan dari Peraturan Bupatl lm

(1) 1

Péna.nggung

| i

BAB IV |
PELAPORAN 5
Pasal 15' | a

i

d

|awab dan pcngelola dana bantuan operasxonal

f balau penyuluha.n keluarga berencana dana dlstnbum alat dan

_ obat kontrase p51, dana bantuan operasional integrasi prograrn

Bangga Ke;‘cgana dan program pembangunaﬁ lamnya di

3 Kampung

L i

, dukungan operasional pembmaan program
_- ’ j




ey

W e

@

@

- menyampaik

(1)

b
' manajemen
T

: lclatn Keluarga

@

Perencanaan
(MORENA] berdasarkan hasil rekonsiliasi depgan !Kepala

: i
_' Blroj Badan/ D1nas Pengelola Keuangan Daerah almg lambat

2 |
MONITORING

@

[P

- 13-

Bangga Kencpna bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub

5 PPKBD serta

menyampalk
Keluarga B
Pcrencanaan
(MORENA) S

Dinas Peng

. Berencana

Kepala Dmés

KIE dan

OKB menyampaukan laporan realisasi keuangan

dukungan operasm»nal media

- 'secara tri\m.llan kepada Kepala Dinas Pengendallan Penduduk

l
Bcrcncana - : i

Dmas Pcngc nd:alian Penduduk dan Keluarg Bci‘cncana
membuat lag oran realisasi keuahgan sebagaimana dlmaksud
, pada ayat (1]] dan menyampaikan ke Badan Pengelola
IKcuangan Daerah Kabupaten Bombana. :

IDinas Peng:’ridlalian Penduduk dan Keluarg Be;'encana

_ ]Laporan ke Badan Kepv:nd| dukan dan
rencana Nasional melalui Sistem Pe.laporan
Momtonng dan Evaluasi DAK sub bid;'mg KB
ara triwulan. |

ndaha.n Penduduk dan Keluarga Berencana

laporan realisasi penyerapan ¢an reahsam

| pénggunaan BOKB kepada BKKBN melalui Sistem Pelaporan

Momtonng dan Evaluasi DAK su bldang KB

- 10 (sepuluh} ha.n setelah triwulan pelaporan berakhir. i

i
]
H

1
L

BABV . _, 3
, EVALUASI DAN PENGAWASAN DANA BOKB

:
Pasal 16 t
|

Pengendalian Penduduk dan Keluarga
melakukan evaluasi pelaksanaan dana BOKB

?ecara berkala ke UPTD Balai Penyuluh KB di ke camatan dan

o hasilnya ke]:}ada Sekretaris Daerah,

- | Kampung Berkuahtas (Kampung KB) serta melaporkan
2R

pengawas

Pcmerintah
Momtorlng
sccara bery

1
i

1_

Pengawasan . pelaksanaan dana BOKB d11aksanakan oleh

ckstemal dan Apa.rat
(APIP) . ]
dan evaluasx penggunaan dana BOKB dilakukan

Pengawas Internal

|cn3ang dari BKKBN ke Dmas lPengcndahan

e e T b e S bt
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. Penduduk |{ an Kcluarga Bcrcncana oleh tim pepgendali DAK
- !

i | ﬁ ftingkat Pu t dan Provinsi.
| BAB VI
KETENTUAN PENUTUP |
‘. Pasal 17 |
§

Peraturan Bupau m1 mulai berlaku pada tanggal iiundi’mgkan
Aga; setiap orang mengetahmnya memerintahkan pengundangan
Pcra{tlilran Bupati mg dengan penemp_atannya dalam lgenta: Daerah
Kabill;:)aten Bombana;.. ' i

R ! Ditetapkan di RuTbia i
P!\RAF KOOEKDINASI| v 2024

pada tanggal, 33v

NI
M; JC/-,‘-/

b@!mm - -
e 1oppr Y A

b | | EDY SUHARMANTD ;

Diundangkan di Iilumbia , |
' pada tanggal, % Juh 2024 :
KRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, '

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR : b

, o

: ' o
i bopod 1
L‘ :
: 'i

o e o iR e tim ke L el naLL e o o ekt e ma o ha o mar s T | hh @ A B A PR S b AT e oBE ¢l
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. Latar Belakang
o

~ Rencana Pembangunan Y
~ untuk Program Banggd
~prevalensi | stunting me]
'~ program sensitif dan sp
.. yang belum tercapai. Ol¢
_"penganggaran APBN me
- sangat strategls dalam
* merupakan bagian dari D

- pengelolaan DAK. DAK ad

‘dan membantu operasio
telah ditentukan oleh prmcnntah BOKB merupakan DAK
 yang d1gunakan untuk
: daerah !

: 'Dasar hukum lam yang juga perlu diperhatikan adalah Undang—
- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daetah ya.ng
' menyatakan bahwa uru
. Berencana ;merupakan
berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenanganny

~ kegiatan pnontas,

o

!
i
i
!

CO
!

.Tahun | | 2024 mery

Undang-Undang Nomor
Pemerintah ' Pusat dan

desa yang dialokasikan
kegiatan, dan/atau kebij

|

konkuren : terbagi menja
dan kota. pengendalian
dropcrasmnalkan dalam
mewu;udkan Keluarga b

- seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung
antara'! lain kegiatan-kegiatan dalam
- mengendalikan angka Kelahiran, meningkatkan Angka Prevalensi

TS

-15-

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BﬁrMBANA
NOMOR % TAHUN 2023
TENTANG ~ PETUNJUK|TEKNIS
PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN |
BOMBANA TAHUN ANGGARAN
2024 B

BABI | |
PENDAHULUAN

et e e P e

pakan tahun terakhir dalam pe, capalan
fangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
:Kencana dan adanya target pcnurunan
[uadl 14%. Dlperlukan upaya pencapauan
emﬁk untuk mengejar ketertmggal!m target
h karena itu kebijakan strategi dan alokasi
lalui BOKB tahun anggaran 2024| menjadi
mchcapai target indikator program. BOKB
AK Nonfisik yang diatur oleh 5
- Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pemermtah Daerah, di dalamnya termasuk
alah bagian dari transfer ke daerah dan dana
déngan tujuan untuk mendanai |program
an tertentu yang menjadi prioritas nasmhal
a.hsa51 layanan publik yang pengg‘unaannya
Nonfisik
membantu operasronal layanan ubhk di

3

san' Pengendalian Penduduk dan eluarga
urusan pemerintahan wajib yang tidak
: secara
i kewenangan pusat, provinsi, ka upaten
penduduk dan Keluarga bcrcnca.{'ra yang
Program Bangga Kencana bertujuan untuk
rkualitas dan pertumbuhan penduduk yang
rbafgai
-upaya

i
§
i

i
i
{
$
i
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b
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[
|
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|

kebutuhan bcr—KB yang

Dcmograﬁ dany -

- 16 - i

1

) i
"Modern (mCPR)}, menurunkan{ tingkat
tidak terpenuhi (unmet need), serta upaya

upaya pengendalian penduduk untuk

: perwujudan Penduduk ’[‘umbuh Seimbang (PTS) dan men]?hasillgan

berkontribusi

pada pe nbangunan sumber daya manusia yang

berkualitas dan berdaya amg : i
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang P rccpatan

- Penurunan Sruntmg, di
- membawa dampak pa
: program d1 lapangan.K¢baruan program penurunan stunting yang
diusung BKKBN menitikberatkan pada fasilitasi

ana BKKBN menjadi ketua pelaksana, tentu
a lperlunya koordinasi serta ko vergens1

tcrlai(sananya

berbagai program pembangunan bagi Keluarga sasaran percepatan

memberikan dukungan anggaran bagx

penurunan stuntmg B N
daerah program percepa penurunan stunting melalui 2 (dua} menu

utama yaitu pelayanan
Untuk| memastikan

Kencana serta penurunanistunting dapat berjalan deng
seluruh tingkatan wilaygh, dibutuhkan komitmen Pemerin

kabupaten |dan kota ter

dan penurunan stunting. : ;

Bangga
baik di
Daerah
hadap urusan pengendalian penduyduk dan

berbaga.x kegiatan prioritas Progr

Keluarga berencana. Salah satu bentuk komitmen yang di arapkan

kegiatan - operasmnal
pcmbangunan nasion
dukungan sarana pras
Kencana serta penurun
akan

target/ sasaran Program

 di dalam chcana Pemb

Strategis, Rencana Kerja
Pembangunan Jangka

~ adalah tlngkat kontribysi APBD yang dialokasikan untuk berbagau

yang mengacu pada keglatan prioritas
!sesua.l kewenangannya, serta] alokasi
ana untuk penyelenggaraan Program Bangga
n stuntmg Apabila komitmen terse.but tldak
berdampak pada sulitnya p ncapalan
Bangga Kencana yang sudah ditetapkan, ba1k

T.ngunan Jangka Menengah Nasional Rencana
P

emerintah tahunan maupun dalam Rencana
Menengah Daerah dan Rencapa Kerja

Pembangunan Daerah kabupaten dan kota. : : !

. Arah Kebljakan dan Stratcg1

1. Kebijakan

a. Pe;.fnérintah Daerah  kabupaten
kewenangannya
urusan pengendalian penduduk dan Keluarga

melalw alokasi

Daerah dan Dana Desa yang di dalamnya terdapat

dan BOKB.

b. Pengalokaman
pelayanan KB,
stunting serta
kader PPKBD
Yall'lg tertuang

3
i

i

; -
sesuai
N untuk
erencana

APBD serta dapat didukung oleh Transfcr ke

AK Fisik
!

. dan  kota
. wajib mengalokasikan angg

dana BOKB untuk Balai Penyulyhan KB

penggerakan di Kampung KB, penurunan
pembmaaan Program Bangga Kcnt.!ana oleh
Ltau Sub-PPKBD, berdasarkan har 22 satuan
dalam Standar Biaya Masukan, s'edangkan

untuk harga slntuan yang tidak ada dalam Standar Biaya

Masukan maka
melalui harga
berdasarkan h

telah dilakukan perhitungan perkiraan harga
satuan pokok kegiatan oleh BKKBN dan
arga rata-rata nasional. Apabila tcrdapat

- !
a | | :
' !

i

i.



| :

. Strategi’ : |

Atas dasar kebijak
sebagau berikut:

a.

S—
PR —

oy 17 i
a | -
hnggaran
etentﬁan
satuan
den'gan

perbedaan anta.wa Standar Biaya Masukan tahun
2024 dengan standar biaya yang berlaku dalam
daerah maka PD- KB dapat melakukan penyesuai
blaya pada volumc atau frekuensi. kegiatan sesuall i
harga satuan yang berlaku di dalam ketentu daerah,
namun tidak dapat melakukan realokasi anggar antar

menu. | !

PD KB dalam m
Petunjuk Pelak
Peraturan Bada
Nasional tentang
Operas1or1a1 Kel

elaksanakan dana BOKB dapat menerbitkan
.sanaan BOKB yang berpedoman pada
b Kependudukan dan Keluarga Berencana
4 Pctun_]uk Teknis Penggunaan Dan 'Bantuan
.larga Berencana Tahun Anggaran 2024 dan
ketentuan peraturan perundang-undangan

mengacu pada
térkait lainnya. 1

PD-KB peneri BOKB dapat membuat Surat Kctetapan
Kepala Daerah tentang Pelaksanaan BOKB bcrdasarkan
petunjuk teknis OKB !
PD-KB agar me optimalisasi fungsi Balai Pernyuluhan
KB secbagai pusgat ' pengendali operasional Program Bangga
Kencana serta penurunan stunting di lini lapangan serta dapat
memngkatka.n ndayagunaa_n Penyuluh Keluarga B rencana,
Petugas Lapangan Keluarga Berencana untuk melaksanakan
kegmtan pri ntés yang mendukung p ‘ncapalan
target/sasaran Program Bangga Kencana serta p numnan
stdnfmg, baik melalui alokasi BOKB atau APBD. !
Aloka31 anggaran dan kegiatan BOKB dilaksan dengan
mengacu pada pctun_]uk teknis penggunaan BO serta
me_mperhatlkan berbagai ketentuan Peraturan Perundéng—
undangan. ' ' |

1 N | ? | ‘

1 tersebut, maka telah dirumuskan strategl

penmgkatan si ergltas sumber pcmblayaan Program Bangga
Kencana an alokasi APBD kabupaten dan kota dengan
dana transfer BOKB. !
pemngkatan k ahtas penyusunan rencana kerja BOKB oleh
PD-KB kabup ten dan kota dengan melibatk Petugas
luh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan
Kcluarga Bere cana, PPKBD, Sub-PPKBD), Pengelola Balai
Penyuluhan ,» Pokja Kampung KB, dan tim penurunan
angka kematia 1bu dan stunting serta berkoordinasi dengan
perwakllan BKKBN provinsi masing-masing, :
;n_mgkatan 'tas usulan BOKB TA 2024 oleh PD KB
provinsi, kabt paten dan kota melalui Aplikas] Morena
'dengan berkgordinasi dengan Bapppeda setempat dan
'perwakllan BK]{BN provinsi. : 3
proses pelaksanaan kegiatan BOKB oleh PD-KB kabupaten
_dan kota mengacu pada Peraturan Badan Kepel'ududukan

|
+
|
i
i

i

I
1

.!
N
:|r:
I
|
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dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis

BOKB Tahun
lainnya.

penguatan sinej
tingkat pusat dan
dan: kota sejgk | perencanaan
pelaksmaan, pengendalian, monitoring,
pelaporan BOKB| serta penyampaian laporan

tingkat provinsi serta tingkat k

(termasuk datg
evalua

2024 dan Peraturan Perundang-undangan

roitas pelaksanaan tugas tim pengendali DAK

bupaten

basis),
si, dan
realisasi

penyerapan arggaran dan laporan realisasi penggunaan

BOKB secara berkala kepada BKKBN melalui

Morena.

Aplikasi

peningkatan pe,
DAK tingkat }
penggunaan B(
atas berbagai ki
lain yang terkait dengan pengelolaan BOKB.

YKB yang telah ditetapkan, serta p

mahaman para pcngclola dan tim p‘,ngendah
.abupaten dan kota atas petunjuk teknis
emahaman

i

Ftentuan dan peraturan perundang- ndangan

penguatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan sebagai
pusat pengendali operasmnal Program Bangga Kencana s¢rta
penilrunan stunting di lini lapangan. '
penmgkatan oo'rdma51 PD-KB dengan Badan/Dinas
Keuangan Dae ah dan Badan Pengawas Daerah/[nspektur
Wilayah Daer di kabupaten dan kota, meliput] alokasi,
penyaluran, pe sanaan, dan pelaporan.

peran tim pengendali DAK tingkat provinsi untuk
pelaksanaan BOKB meliputi:

1) | menginve tansa31 dan melakukan pembahasan tckms
o 11nd1ka31 k butuhan/usulan menu/sub menu keglatan
o 1dcnga.n P -KB untuk perencanaan BOKB (melibatkan
., 1PD-KB ti gkat provinsi serta PD yang menangani
. ‘urusan Pprencanaan Pembangunan Daerall tingkat
., :provinsid kabupaten/ kota);

2) memberik masukan/usulan ~ menufsub | menu
- keglatan(t rmasuk : definisi
i ic:)pc.rasmn /target/sasaran/output yang diharapkan)
| | yang sesudi dengan kondisi wilayah; L |

3) iI:hendampl gan kepada PD-KB kabupaten/kota dalam
.. ¢ pemutahiran Data Basis Perencanaan BOKB;

4) | melaku vénﬁkasx Data Basis Perencanaan IDAK dari

i PD-KBka
: Pengampu (UKE—Q) menu kegiatan;

upatcn/ kota, sebelum dikirimkan kepada

5) i . koordinasi/ fas111tas1 konsultasi PD-KB kabupaten/ kota-

N :dalam pelaksanaan BOKB dan memberikan

S pcmccahan masalah dalam proses pengelolaan

alternatlf

PAK; i

6) : koordmaSJ1 dan fasilitasi pelaporan/realisasi BOKB; dan

7) ; melakukan, | evaluasi dan  monitoring { berkala
., pelaksanagn BOKB tahun sebelumnya dan inventarisasi
: Epermasalahaﬂ yang terjadi pada pelaksanaan tahun

! berjalan,
o

PR
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Lapangan den gan tyjuan dalam rangka meni 1gkatkan
éapaian Program Bangga Kencana, peningkatan kesertaan
ber-KB serta pe Fcepatan penurunan stunting.
Rincian Kegiatah | ;
Dukungan Ope "ais1onal Penyuluhan Program dan Pembmaan
Tehaga Lini apangan adalah rangkaian kegiatan yang
diadakan di alaJ Penyuluhan KB atau di- luar Balax
Penyuluhan Keg1atan yang didukung dengan daha BOKB
ini dapat dilakykan minimal 10 (sepuluh) kali dalanil 1 (satu)
tabun. Adapu kcg1atan yang dilaksanakan terset:ut dapat
disesuaikan déngan kebutuhan dan prioritas capaian di
wilayah masin;—masmg Rincian kegiatan yang dllaksanakan
anta.ra lain dalqm bentuk: ;
1) |

| Penyuluhan P_rogram Bangga Kencana
! Penyuluhan Program Bangga Kencana meérupakan
kegiatan | ﬁenyuluhan kepada para calon
pengantm, calon pasangan usia subur, pasangan usia
; | ' subur, ibul ha.’_mil, ibu menyusui, Keluarga yang memiliki

| | anak 0-24|bulan, 25 - 59 bulan, remaja dan lapsia yang
| ' bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap
. dan per:laku Keluarga dan masyarakat guna
| mewujudkan !Keluarga yang berencana dan |Keluarga
| ualitas serta dalam rangka percepatan
* Igrami ini
di Balai
dan/ atau

. pertemuar} :
¢ kapasitas

: menjalank

KB, PLKB
dan Sub- H

dépat

Tenaga Lini Lapangan

Tenaga Lini Lapangan mcmpakan
yang bertujuan untuk ment

Tenaga Lini Lapangan antara lain: Penyuluh
ASN maupun Non ASN, kader IMP (PPKBD

PKBD) dan Tim Pendamping Keluarga dalam

ani tugas dan fungsinya yaitu elakukan

kegieitan

kegiatan rnelakukan kegiatan penyuluhan, pe mgkatan
. fungsi Keluarga, melakukan pencatatan dan pelaporan,

- berkaitan
' Bangga
~ keterampilan' dalam pelaksanaan pencata‘tan dan

fasilitasi |
bantuan
Keluarga
kegiatan

pelaporan,

percepatan '

Kegiatan
melalui Iy

belayanan rujukan dan fasilitasi pembe_rxan
sosial serta pemantauan pendampingan
perisiko stunting. Topik yang diangkat dalam
pefnbmaan Tenaga Lini Lapangan- adalah
dengan peningkatan pelaksanaan Program
Kencana, peningkatan pcngctahuan dan

kcglatan pembinaan kader IMP serta
,penurunan stunting dan scibagamya
ini dapat dilakukan secara berkelompok
rmg dan/atau daring. Kegiatan ini jiga dapat

!



¢ !difesilitasi
. |I 'serta mitral

Sa{saran Kegiatan |

Sekaitan denga
pengendahan o
Kencana di ting
kelgiatan Penyu
Lapangan Progn

{-22-

ker_]a lainnya.
;

h ﬁmgs1 Balai Penyuluhan KB sc‘;)rj
rasional dan pelayanan Progr

olch Penyuluh KB PLKB dan /ata

am dapat menjangkau sasaran antarFl

ai pusat

Fe Bangga
kat kecamatan, maka diharapkari adanya
Huhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini

lam:

1)| Sasaran K¢ giatan Penyuluhan Program antara lain:
| ; a) Rema_][
i ib) Calon|pengantin;
] ]| c) Pasangan Usia Subur; 1
! 'd) Ibu Hamil; :
' te}  Ibu Pd4sca salin/menyusui;
) Keluarga yang memiliki baduta dan balita;
'g)  Keluarga yang memiliki remaja;
h) Keluarga yang memiliki lansia;
i '1) Keluarga yang tergabung dalam UPPKA; dan
'j)  Lansia. | |
2) {Sasaran Kegiatan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan
- i lantara lain: -
o a) Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN;
b)) PPKBD; |
-1 {¢) Sub-FPKBD;
3' :d) Tim Pendamping Keluarga;
“ e} kader Poktan dan
-+ +f)  mitra amnya
Lingkup Pembi yaan
Lingkup pem ayaan ‘dapat berupa konsumsi dan/atau
fasilitator dan atau Biaya Transportasi pada pelaksanaan
kegiatan sec tatap muka namun apabﬂa kcglatan

sa/data sesuai dengan ketentuhn yang

bérlaku.
Output |
Output dalarmn | penggunaan  dukungan operasional
Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan
adalah: ' ‘
1)" Emo;-.ningkam},r:av. Jumlah kader yang mendapatkan
. i pembinaan Program Bangga Kencana dan percepatan
1 ! penurunar stuntmg;
2): memngkatnya pengetahuan dan keterampilan 'I‘enaga
.~ 'Lini Lapang ban dan mitra; |
3) 'menmgkatkan pengetahuan dan ketrampilary Tenaga
- 'L1m Lapanga:n dan mitra terkait pencatatan dan
__pelaporan f ' | '
- .Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana;
~.dan : "
- bulan). - i
. - Dukungan Jasa Ten aga Keamanan dan Pramusajx i
" Onerasional .Tasa |Tenaoa Keamanan dan Pramisaii adalah



i
o
ol

I

!

daiain | bentuk |

konsultasi, dan
Rincian Kegiataj
Keéiatan oper
dilaksanakan m
dehéan lingkup
| Sosialisasi
| 'PPKS/Saty
| informasi ]
' 'dan Konseli
| ‘dan Kons
| Konsultasi
‘Konseling
:Reprodukst;
‘Keluarga; (
‘dan Lansig
-+ i(i) Pelaya]
'\ kebutuhan
dengan 3
:percepatan
‘ penggunaa,
'pemantaua
‘persiapan
- dan (3) pel
{ Konsultasi| |
;membutuh
‘yang dapat
. Penyuluh
kompeten
3)i . Pendampir]
: F Tpelayanan
Sasaran Kegiats

2)

Sasaran kegiatan sebagai berikut:
)Slahsasx pelayanan PPKS/ Satyagatra adalah

1)' i Sasaran s
kader-kadj
. iPoktan B
" | | Pendampir
| l ' pendampin
- | i stunting,
| ' sosialisasi
' 'KB, PLKB,
- ! . dan sudah
2) | Sasaran ki
i anggota Ke
) (delapan]
‘ Sasaran p
: anggota
. ryjukan IJ
' PPKS/Saty

3) -

[

Lg]

!
?
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 komunikasi, informasi dan eduk;si,
gcor'lseling, pembinaan serta rujukan. :
-
asional konseling PPKS/Satyag
1n1ma1 8 (delapan) kali dalam 1 (sat
kegxatan antara lain:
pclayanan PPKS/Satyagatra. Pelay anan; di
agatra meliputi (a) Pelayanan Data dan
(ependudukan dan Keluarga; (b) K nsulta31
ing Keluarga Balita dan Anak; {c} Konsultasi
tling Keluarga Remaja dan Remaja; j(d}
dan Konseling Pra Nikah; (¢) Konsultasi dan
Keluarga Berencana dan Keseh tan g
(f) Konsultast dan Konseling Keharmomsan
o) Konsultasi dan Konseling Keluaréa Lansm
s (h) Pembinaaan Usaha Ekonomi Keluarga
nan Lainnya yang disesuaikan dengan
L sumbcr daya, dan potensi, ususnya
(nga) pelayanan = utama dalam rangka
penurunan stunting, antara (1)
n }Ka.rtu Kembang Anak (KKA dalam
n tumbuh kembang balita dan c?nak, ,(2]
eh1dupan berkeluarga bagi calon p ngantm
anan KB pasca persalinan; ,,
dan - konseling = bagi Keluar yrimg
ka.ﬁ bantuan konseling di PPKS/S tyag:—.itra
dﬂaksanakan antara lain oleh G'Lll;u PAUD,
{B PLKB, Genre, atau tenaga lainnya yang

tra  ini
) tahun,

gan bagi Keluarga yang membutuhkan
ru;ukan lebih lanjut. i
N

r yang ada di desa, baik itu kader IMP kader
KB, BKR, BKL, UPPKA rnaup'un Tim
Keluarga yang mela sanakan
gan dalam rangka percepatan p nurunan
erta keluarga berisiko stunting. Kegia{tan
ini dilaksanakan oleh Guru PAUD, Penyuluh
Genre atau tenaga lainnya yang kompeten
dllatlh

msultam dan konselmg adalah Keluarga atau

luarga yang membutuhkan konselin
fung31 Keluarga,

4 tentang

endampingan rujukan adalah Keludrga atau
keluarga yang membutuhkan pelayanan

bih lanjut dan pelaksana pelayanan teknis
agatra (konselor) yang mendampinginya.

. S ea ten hen




d. Lingkup Pembiz
Lingkup pembi;

operasional yan
1) iSosialisasi
i . 1a} biaya

i dan/a
S tinggi
Py berisil
2) i Konsultasi
- .a) biaya
"+ b} konsu

protei

keluat

3) : Pendampin

-925-.

yaan

g dapat digunakan untuk:
pelayanan PPKS/Satyagatra

1yaan merupakan pembiayaan dalam bentuk

Konsumsx berupa makanan bagi fasﬂltator

tau makanan yang mengandung protein
(telur, susu, dan sebagainya) bagi|keluarga
KO s‘.tunting.

dan konseling

fasilitator/konselor

msi berupa makanan yang mengandung

ga berisiko stunting.

gaﬁ rujukan bagi Keluarga
'I‘rahsportasi bagi Keluarga/anggota
‘membutuhkan pelayanan ryjuk

atan ini adalah

. | .a) biaya
B yang |
lanjuts - l
+ ib) biaya
e. Output

Output dari keg]

1) :tersosialisz

... ; Penyuluh

KB; dan

sinya layanan PPKS/Satyagatra Balai

- tinggi (telur, susu, dan sebagainya) bagi

Keluarga
an lebih

rl‘ransportasi konselor yang mendampinginya.

2). ’Kelua.rga ang mendapatkan pelayanan konsultasi dan

i ¢ ; konseling di PPKS/Satyagatra.
Dukungan Sistem [ formas1 Keluarga
Dukungan Sistem | formaSL Keluarga adalah suatu upa’

a dalam

melaksanakan Sist m;Informam Keluarga berupa seperangkat

tatanan : yang mel puti data, informasi, indikator,

inroscdur,

perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling

berkaitan dan di

tindakan atau kept

pembangunan Keluz

a.Definisi
Dukungan Siste
paket data kg
menggunakan
kecamatan di k

b. Rincian Kegiata
Kegiatan duku
komunikasi atg
Balai Penyuluh
kota.

lola secara terpadu untuk men

rga.

nmumkam atau pembiayaan sewa

abupaten dan kota.

i
|

c¢. Lingkup Pembi

yaan

rF;arahkan
tusan yang berguna dalam mendukung

em Informasi Keluarga adalah pembiayaan

mternet

broadband di Balai Penyuluhan KB tmgkat

hgan SIGA berupa perpanjangan paket data
Ul s}.ewa internet menggunakan broa‘dband di
aniKB tingkat kecamatan di kabupaten dan

Lingkup pemb ayéan berupa biaya sewa langganan paket

data komunik
penyuluhan

infe_rnet bro
sinyal di Balai

i 13ag1 daerah yang terjangkau siny

1 gkat kecamatan atau biaya sewa 1

di balai
gganan

and bagi daerah yang belum teljangkau

enyuluhan KB.




- 3.

Operasional Pembing
a.

Rincian Kegiataf
Kegiatan yang d
dilakukan deng
terkait termasu
tingkat Kabu
komitmen dal
pelaporannya.P
dilaksanakan ol

Sasaran perte
antara lain;

1) Dinas Pen
2) ;. Dinas Kese
3) i Pimpinan
4)? Organisasi

Potensial lai

ngkup pembia
ngkup pembia
antara lain:
1) .Biaya Kon
.. pelayanan
2). Biaya Trg
.. peningkata
3) | Biaya peng
| diselenggar
Output
Output kegiats
melaksanakan
schingga mek
penéuatan kot
mengatasi  pel
pelayanan KB
pelaporannya se¢

Definisi
Mcrupakan kcg
di Fasyankes.
Rincian Kegiata:

- 27 -

o
ilakukan berupa pertemuan koordinasi yang
an melibatkan stakeholder dan mitra kérja
organisasi profesi serta kelompok K'B pria di
aten/Kota dalam upaya memngkatkan
program KB termasuk pe catatan
rtemuan  koordinast Pelayana.in KB
h PD-KB kabupaten/kota minimal sebanyak
1t (satu) tahun.

uan koordinasi peningkatan pelayanan KB

ndalian Penduduk dan KB;

atin;
asy:ankes;
ofesi (POGI, IBI, ID], dll); 5) Mitra
n'ya; dan 6) Kelompok KB Pria.
aan
tyaa:m operasional koordinasi pelayanan KB,

Kerja

sumsi pertemuan koordinasi peningkatan
KB ;f
nsﬁortasi peserta pertemuan koordinasi
n pelayanan KB; dan/atau
gan'aan pulsa/data diberikan jika pertemuan

akan secara daring. .
!

in | ini adalah seluruh kabupaten/kota
pcrtemuan koordinasi pelayan KB,
alui  pertemuan  koordinasi dxéapatkan
hitmen dan . rekomendasi dal upaya
*ma:salahan dalam rangka pcn'lngkatan
termasuk peningkatan cakupan pencatatan
rta' penguatan kelompok KB Pria.
.an'PeIaya.nan KB di Fasyankes

latan pembinaan bagi pengelola program KB

[l

Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Fasyankes dapat

digunakan mela

1) Pembinaan :
‘kabupaten|
langsung K

~informasi E
2): {Pembinaan .
' 'kabupaten
.- TPMB setaf

lui 2 (dua) mekanisme:

oleh petugas/pengelola pro KB
fl_coita dengan  melakukan ] njungan
e Fasyankes yang teregistrasi dalam sistem

JKKBN; atau . _
y'ang' dilakukan melalui pertemuan . di
(kota dengan menghadirkan Fasyankes dan
a Fasyankes yang teregistrasi.

—— —



4 |

S) |

mele

kota.

¢ Lingkup Pémbiayaan ;
. Pembiayadn dperasional penggerakan pelayanan KB IUD
 terdiri dart; 3
{a) Biaya

Biaya

sebes.
Biaya

pemb
dengal

milik
tenagg
pelayd
sesual

it i i,
PP

-20 .

La;iranan Penggerakan KB IUD :
layanan penggerakan KB 1UD tidak bolch

ihi| harga satuan yang dxtetapk. , yeutu
Rp 329.000,- _ !

layanan penggerakan KB IUD m rupakan

komane‘n yang terdiri dari Biaya Medis dan

yaan lainnya yang dapat dipilih sesuai
n kebutuhan masing-masing kabupaten dan
Blaya Medis diberikan kepada F syankes
pemenntah atau swasta atau TPMB atau
1 medls/ tenaga kesehatan yang mcmbcnkan
na.t} IUD sebesar Rp 105.000,- per péserta KB

pada
Komp
pada
(1)
c

P
T

(2)

! (3 B

4) B
B
d

Biaya Transportasi dapat diberikan untuk: :

standar biaya non kapitasi pelayanan KB
PJ S kesehatan.

ncn Pembiayaan lainnya yang dapat d1p111h
1aya layanan penggerakan IUD terdiri dari:
lanja makan dan minum (konsumsi) untuk
on peserta KB atau peserta KB, petugas
ndukung kegiatan pelayanan, dan/atau
ndga Lini Lapangan; :

H

_; ’calon peserta KB atau peserta KB yéng
datang ke Fasyankes; dan/atau .
: petugas pendukung kegiatan p Iayanan
dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang
' melakukan penggerakan dan njembawa
; akseptor ke Fasyankes.
aya Penyediaan Bahan Medis I-Iabls Pakai
MHP) diperuntukkan untuk menyediakan |
HP yang dibutuhkan dalam pelayanan KB

aya Alat Pelindung Diri (APD)

ayé penyediaan Alat Pelindung Diri (APD)
er'untukkan kepada  providerj yang
emberikan pelayanan KB IUD. Penyed1aan

A]’Dl disesuaikan dengan ketentu yqng

' berlaku.

b) Biaya Dukungan Pelayanan KB IUD

i

., Dukungan pelayanan KB IUD yang dapat

dala.m

pemeri
dukun
ketent

Output Peserta KB IUD.

disedigkan adalah hal-hal lain yang diperlukan

pclayana.n IUD, contoh: labotatorium
saan tes kehamﬂan/ test pack. Penyed1aan
an pelayanan IUD disesuaikan dengan
lan: yang berlaku. i




Operasional Penggerakan Pclayanan KB Implan
1) ;

2)

4)

3).

Definisi

Operasmnal pcnggerakan pelayanan KB Impla

Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan
Implan terdiri dan

Biaya

-30 -

i
!
H

), adaiah

_ra.nokalan kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini
Lapangan kepada calon peserta KB ataupun pe‘Fcrta KB
agar berse :hai datang ke tempat pelayanan KB se‘rta
mendapat pelayanan Implan.
Rincian Keiiatém :
Pemberian | - fpclayanan pemasangan Implan oleh
- idoktcr/ bidan kompeten. !
Sasaran KtElai:an _ :
Pasangan uSié subur yang akan dilayani kontrasepsi
Implan, : l ' ' i
Lingkup Pe mblayaan

|
!
i
t

KB

[.ayana.n Penggerakan KB Implan -

rlayanan penggerakan KB Implan tidak boleh

i {harga satuan yang ditetapkan, yaltu
Rp.314.000,-. !

Apabi pescrta KB melakukan pencabutan dan
pemasangan Implan dalam satu waktu maka
Biaya Medisnya dapat dibayarkan 2 (dua) kall yautu
biaya [dari sub menu penggerakan pelayanan KB
implan ' dan/atau pencabutan implan narriun
komponen biaya lainnya hanya dibayarkar] 1 [satu)

kali yang bersumber dari salah satu submcnu

terseb
Biaya
kom

pembi
denga]
kota.
milik
fenagg

t. |
layanan penggerakan KB Implan meirupakan
men yang terdiri dari Biaya Medis dan
ayaan lainnya yang dapat d1p1111"| sesuai
n kebutuhan masing-masing kabupaten dan
Biaya Medis diberikan kepada F syankes
pefnenntah atau swasta atau TPMB atau
! mechs /tenaga kesehatan yang membenkan

pelaya an Implan sebesar Rp 105.000,- pf:l peserta

KB se
pada

Komp¢
pada
dari:
(1) B
c

P
T

Bi
(3

(2)

_a.Ion peserta KB atau peserta KB,

ua1 standar biaya non kapitasi pelayanan KB
PJS kesehatan. :

Snen Pembiayaan lainnya yang dapat dlplhh
blaya layanan penggerakan Implan terdm

clan_]a makan dan minum (konsumsi) untuk
pctugas
dan/ atau

cndukung kegiatan pelayanan,
enaga Lini Lapangan; i
xaya Transportasi dapat diberikan urjtuk: 1

) Calon peserta KB atau peserta KB yang
' data.ng ke Fasyankcs, dan/atau
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AR it A s

b} | Petugas pendukung kegiatan pelayanan
. idan/atau Tenaga Lini Lapangan yang
- Imelakukan penggerakan dan membawa
- icalon peserta KB atau peserta KB ke

(3)

xaya Alat Pelindung Diri

Fasyankes; dan/atau
(APD);
iaya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD)

diberjkan kepada akseptor KB MOW.

iperuntukkan  kepada  provide yang
emberikan pelayanan KB Implan.,
enfrediaan APD  disesuaikan | dengan
. ketentuan yang berlaku. i
' b)Blaya Dukungan Pelayanan KB Implan Dukungan
; pelayanan KB Implan yang dapat disedi adalah
hal-hal lain yang diperlukan dalam elaya.na.n
B Implan, icontoh laboratorium pemenksaan | tes
1 keharnilan/test  pack.  Penyediaan dukungan
P pelayanan Implan disesuaikan dcngan ketentuan
| : yang berlaku : ' !
|5} ' Output ' j
: Peserta KB Implan !
Opgrasmnal Penggerakan Pclayanan KB MOW :
1) ¢ Definisi I !
‘ Operasional penggerakan pelayanan KB MO'W adalah
- rangkaian| kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga L1n1
: Lapangan |kepada calon peserta KB ataupun pescrta KB
| agar berspdia datang ke tempat pclayanan KB serta
| | mendapat pelayanan MOW. : i
2) ! Rincian Kt-g1atan I
| ! Pemberian pelayanan KB MOW oleh dokter kompeten.
_3) | Sasaran Keglatan "I 5
B Pasangan usm subur yang akan dilayani k ntrasjepsi
i mMow. || | f
4) | Lingkup P mblayaan ’
- Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pclayanani KB
. MOW terdjri dari:
| : . a) Biayd Layanan Penggerakan KB MOW o
| Biayd layanan penggerakan KB MOW tidak by boleh
¥ melebihi harga satuan yang dxtetapkan sebesar Rp.
i 3.834.000,-. |
| Biayq layanan penggerakan KB MOW merupakan
- komponen pembiayaan yang digunakan untuk
= memberikan  pelayanan MOW  di asyaﬁkcs
I Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan omponen
] pemb1ayaan yang dapat dipilih sesuai dengan
P kebut uhan masing-masing kabupaten dan kota.
e Biayd penggantl tidak bekerja merupakan
P komponen pembiayaan yang wajib disediakan dan




|

va

Pelaye
sectio

Kese}ftan ;
dibayarkan menggunakan dana BOKB. Pe
Mcdm MOW harus dapat dipastikan tldak

Biaya
terjad

- ]-32-

caesarea yang dibiayai melalui
Biaya Medis MOW tid

| pemblayaan ganda {(double clai

pemb

yaa.n dari sumber lainnya.

nan MOW satu paket dengan pelayanan

BPJS
dapat
bayaran

dengan

Komp ncn pembiayaan yang dapat dipilih pada
biaya ayanan penggerakan MOW terdiri dan !

(1)

tenaga

standar Biaya Medis yang berlaku d

(2)

(3)

(4) PFhéganﬁ tidak bekerja diberikan

4 O.pOO,- per peserta KB. Besara
pengganti tidak bekerja

m'—l_'norn'u

—
0

{b)‘ Petugas pendukung kegiatan p

Q) Membawa calon peserta KB MOW

lay? Medis diberikan kepada Fasy
‘medis/tenaga kesehatan
layanan KB sesuai

eleb1h1 besaran maksimal biaya pen
elayanan MOW; '
elanja makan dan minum (konsum;
alon peserta KB atau peserta KB,
endukung kegiatan pelayanan,
ena{ga Lini Lapangan;

iaya Transportasi dapat diberikan un
) "Calon peserta KB atau peserta
datang ke Fasyankes;

tkes atau
pemben

dengan Peraturan

an ndak
ggerakan

51) untuk
petugas

dan/atau

tuk: ;
KBbéng

da.n/atau pendamping calon pe

melakukan penggerakan
membawa peserta KB ke Fa
dan Jatau

; Fasyankcs di lnar
- Kabupaten/Kota setempat. Besa
yang  digunakan  sesuai

. ketersediaan dana yang ada dan «

serta KB MOW sebesar maksi:

elayanan
erta KB

dan/ atau Tenaga Lini Lapangan yang
: da.n/ atau

sya.nkes,
i

ke |

wilayah
ran nilai
“dengan
at cost.

kepada
'nal Rp.
n biaya

mengac,
raturan Badan Kependudukan dan
erencana Nasional - tentang Hargal

kok Kegiatan Badan Kependudu
eluarga Berencana Nasional dan m

_ pada
cluarga
Satflan
n dan
rupakan

s tuan biaya tertinggi yang dapat diberikan.

(5)

jaya Penyediaan Bahan Medis Ha

is Pa.kai

(BMHP) diperuntukkan untuk menyediakan

M

(6) Blaya Alat
p
P

MHP yang dibutuhkan dalam pelay;
[OW

Pelindung Diri
°nycd1aan APD diperuntukkan

(APD)

Anan KB
Blaya
kepada

rovxder yang memberikan pelayanan KB




3
|

]

5) Output

- Peserta KB

Operasmnal Per
1)
| l | Operasion

2)

a)| |

; Definisi

1gg$_:rakan Pelayanan KB MOP

—

| -33-
etentua.n yang berlalku.

1benka.n kepada calon peserta KB

enyed1aan pemeriksaan deteksi dini
1scsua1kan dengan ketentuan yang
an koncl1s1 daerah setempat

ukungan Pelayanan KB MOW

OW. Penyediaan APD d1scsua1kan ‘dengan

!

1aya pemeriksaan deteksi dini COV1d—19 dapat
dan/ atau
mwder yang memberikan pelayanan MOW.

Covid-19
berlaku

3
1

Pu.kunigan

an KB MOW yang dapat dxsedxakcm antara

dlpcrlukan untuk : pelayanan

d:aan Biaya Dukungan Pelayanan

emcnksaan tambahan atau perawat:an medis

MOW.
MOW

d1butuhkan untuk pelaksanaan pelayanan

d1sesualkan dengan ketentuan yang

|

MOW.

1 penggerakan pelély'anan KB MO

berlaku.

H
H
i
i

4

P | adalah

' irangkalan kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini

. Lapangan epada calon peserta KB ataupun sterta KB

,agar bers d1a datang ke tempat pelayanan
.mendapat elayanan MOP.

'R1nc1an Ke

Sasaran K

jatan

|
‘| i Pemberian pelayanan MOP olch dokter kompeten.
3) i .

giatan

i dari:

KB serta
' é

i

ntrasepsi

'i_‘

‘
!

Layanan Penggerakan KB MOP
layanan penggerakan KB MOP tid

layanan penggerakan KB MOP m

kompgnen pembiayaan yang dapat dipili
dengan kebutuhan masing-masing kabup

kompc

dibenkan kepada akseptor KB MOP,

‘medis/tenaga kesehatan
sesuai dengan.

naga -
playanan KB

-

ncn pembiayaan yang dapat d1p1."

iaya Medis diberikan kepada F‘asyan‘k

a.k boleh

hi harga satuan yang ditetapkan sebesar Rp
{000,-.

1

-mpakan

snen  pembiayaan yang digunakan untuk
enkan pelayanan MOP di Fasyanke dcngan

sesuai
aten dan

Biaya pengganti tidak bekerja merupakan
:nen pembiayaan yang wajib disediakan dan

es atau
pemberi

pe_raturan




L

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

'] .34-

tandar Biaya Medis yang berlaku
nelebihi besaran maksimal biaya per]
nelairanan MOP;
3elanja makan dan minum (konsum
alon peserta KB atau peserta KB
lendukung  kegiatan pelayanan,
enaga Lini Lapangan;

!iafa Transportasi dapat diberikan uz
(a); Calon peserta KB yang
: ke Fasyankes;

lnn B e S DI g e o S0 )

o)

' | dan/atau pendamping calon p
dan/atau Tenaga Lini Lapang
melakukan  penggerakan

o

i

i

*
an tidak
1ggerakan

si) urituk
petugas
dan/atau

ntuk: ‘
datan'g
1

Petugas pendukung keg1atan pelayanan
J‘scrta} KB

Lan yang
lan/atau

membawa peserta KB ke Fasyankes

i

dan/atau

Membawa calon peserta KB MO
Fasyankes di luar
: iKabupaten/ Kota setempat. Bes
' .yang digunakan sesuai

(c)

enggann tidak bekerja diberi

ke ;
wilayah

an nilai
dengan

ketersediaan dana yang ada dan @t cost.

kepada

\
Bi
H
di
o
'APD disesuaikan dengan ketentua.n yang
b
Bi
d
B
F
d
d

H

peserta KB MOP sebesar maksimal Rp.
450. 000- pcr peserta KB. Besar blaya
penggantl tidak bekerja mengaqu pada
Feraturan Badan Kependudukan dan Kclua.rga
Eicrcnca.na Nasional tentang Hargg Satuan
Fokok Kegiatan Badan Kependudukan dan
eluarga Berencana Nasional dan m rupakan
gatuan biaya tertinggi yang dapat dib nkan
jiaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP} diperuntukkan untuk me yedlakan
IMHP yang dibutuhkan dalam pela anan‘KB
IOP
.1aya Alat Pelindung Diri (APD)
.1a);a penyediaan Alat Pelindung Diri (APD)
iperuntukkan  kepada providef yang
Luembenkan pelayanan KB MOP. P nyedi:aan

erlaku ' !
1aya pemeriksaan deteksi dini Covid}19 dépat
1ber1kan kepada peserta KB (lan/atau
rowder yang memberikan pelayanan MOP.
Covid-19
berl%nku

enyedxaan pemeriksaan deteksi dini
isesuaikan dengan ketentuan yang

Biaya Dukungan Pelayanan KB MOP
Duku.ngan pelayanan KB MOP yan

an kondisi daerah setempat. |

}
!

g dapat

'akan antara lain pemeriksaan tambahan atau

1
1
i
1
!
H
1



5).

1)

| -Operasion

-35.

M Ltk s = sk

atan medis yang d1pér1ukan untuk pelayaﬁan
DP! Penyediaan Biaya Dukungan P layanan

1 KB MOP yang dibutuhkan untuk pel ksanaan

‘Peserta KB

Operasmnal Pe cabutan Implan

.Definisi

_kegiatan
.kepada pe

| tempat pel

. {Implan.

2)

1

3);

4)

‘ kesehatan
,Implan se

: Rincian Ke
S_Pcmbcrian
'dokter/bid
i Sasaran K
. Pasangan

'Implan, de ga.n ketentuan:
telah ab1s masa pakai 1mplannya,
ingin crganu cara ke mctodc kontrascpsn _]angka

1a)
b)
. panj
.C) mengs
' pemal
;d) mengs

i

kontrs
ngkup Pe
' Pembiayaa]
| - Biaya Lay
.Biaya lay
‘harga

implan :

S tuan yang ditetapkan,

a.n MOP dlsesualkan dengan kctentuan
elrlaku.

MOP. - |

i
: i . !

pencabutan Implan adalah rangkamn
g dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan
erta KB implan agar bersedia dihadirkan ke
ayanan KB serta mendapat pelayanan cabut

| - |
natan : f

pelayanan pencabutan Implan oleh
An kompeten {
giatan : !
51a Subur yang akan dilayani pencabutan

'I
l
4
I

g Iamnya, _ _ ] !
lami  efek’ : samping/ kompli.kasi dari
.a1a1n implant sebelumnya; i
lami  kegagalan pemakaian kontrasepsi
! (hamil ~saat : masih menggunakan
Lseﬁsi implan}. | !
mbiayaan : ' !

n dana BOKB Pencabutan Implan terdiri dari
an Pencabutan Implan. .!
pencabutan Implan tidak boleh
yaitu

melebihi
sebesar

:Rp.346.000, Apab11a peserta KB melakukan pencabutan
dan pema, angan Implan dalam satu waktts, maka

Blaya Medi
“biaya dari
‘dan/atau

‘lainnya ha
‘dari salah
.Biaya la
- komponen
; pembiayaa
- kebutuhan
: Medis dibe
‘atau  swas

!

isnya dapat dibayarkan 2 (dua) kah yaitu
sub menu penggerakan pelayanan implan
encabutan implan namun komponen biaya
nya dibayarkan 1 (satu) kali yang b rsurnber
satu submenu tersebut. '

,yaqan pencabutan Implan m$rupakan
‘yang terdiri dari Biaya Medis dan
n lé\innya yang dapat dipilih sesuaj dengan

masm—masmg Kabupaten dan Kota. B1aya
nkan kepada Fasyankes milik pe cnntah
ta | atau TPMB atau tenaga med s/ tenaga
yang membenkan pelayanan pencabutan
besar Rp 105.000,- per peserta KB sesuai

PR S Y



U

: standar b;

' kesehatan|

'a} Belan,

: b} Biaya

(1)

(2

Biaya
dipe

Biaya
Biaya

S) Output

- 5. Operasxonal Registrasi
- di Fasyankes
a.Definisi
Opcriaéional
Berencana di
b. Rincian Kegia
Keglatan Regis
yang dilaku
dalam 1

Pelaporanterma

form registrasi
di ‘ bawahnya

B1aya Operasio
Output
1)i :Fasyankes

| 2) | Pencatatan
Penggerakan di Kampung
Operasxonal . Penggeraks

mendukung Instruks:
|'
o
|
| -

I
i

- Komponen
" biaya layat

pesert
pelaya

.dan/ atau Tenaga Lini

dibutt

provid
Implaj
ketent

i Peserta KB

Rng
Fz
pelapoan pelayangn

yang bersifat bi
ke'rahamaannya.
Sasaran Kegiatz
Petugas Pencat

Llngkup Pcmb%yaan

- 36 - |

aya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS

Pemb1ayaan lainnya yang dapat dipilih pada
1an penggerakan Implan terdiri dari:
a makan dan minum (konsumsi) untuk
a ! KB, petugas.  pendukung keg1atan
Lnan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan. ’
Transportam dapat diberikan untuk i
Peserta KB yang datang ke Fasyankcs,
dan/ atau
Pctugas

-

1
pendukung keglatan pelayanan
Lapangln yang
melakukan - penggerakan dan embawa
pcserta KB ke Fasyankes, 1
Penyedlaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
ntn}kkan untuk menyediakan BMHP yang
kan dalam pelayanan pencabutan {mplan.
Alat Pelindung Diri (APD) ‘
p%:nyediaa.n APD diperuntukkan kepiada
er yang memberikan pelayanan KB Cabut
of Penyed1aan APD disesuaikan { dengan
"ua? yang berlaku.
Cabut Implan

dan Register Pelayanan Keluarga Berenc

1
%
§
ana
i
!
|

s'tr;asi dan Register Pelayanan
Lsyénkcs adalah kegiatan pencata
KB di Fasyankes.
!
asn dan Register Pelayanan KB di F;
'secara rutin setiap bulan sekali |(12 kali)
dn oleh Tenaga  Pencatatdn dan
uk untuk input data dan/atau pengiriman
:lari register Fasyankes dan jejaring yang :ada
K/O/KB/QO R/1/KB/20 dan R/I]/KB/20)
f name by addres yang datanya harus duaga
a
n |
tan dan Pelaporan dx Fasyankes.

Kelugrga

:
:

i
+

asyan:kes

al pengclolaan Fasyankes.
ya.tlig teregister;

dah Pelaporan di Fasyankes yang update.
KB .
an | di Kampung KB diberikan
Presiden Nomor 3 Tahun 2022




dan berkelanjutan.
1. Pembekalan Pokja K3
a. Deﬁmsl

- Optimalisasi Penyelengg;
dibiayai: terdaftar di wel
Keluarga; Kampung KB
. Kampung KB diutamaka

Pertemna_n Pokja Kar
a.

Pembekalan Pd
dﬂakukan oleh

onenta31 penye lenggaraan Kampung Keluarga Be:
bagi| Pokja dan
desa/kelurahan| -
Rincian Kegiatan
Pefnberian materi
dilakukan minimal

Sa'sa:ran Kegiata
Sasara.n kegiat
terdm dari 7 (tu

terdiri dari:

1) 1 (satu) ora]

2) | 4 (empat)
| masingmas

3) | 1 (satw) ora]
4) ! 1 (satu) oraj
ngkup Pembia]
Pcmbxayaan op

diberikan dalalgx
s

dan/ atau tran
tatap muka.Ap
pembmyaan dial
sesual ketentuat
Ou_tpnt
Output dalam p
Po_kjéz Kampung

Definisi
Pertemuan Pok
dukutl oleh ket
Iamnya untuk s¢
R1_n_c1_an Kegiatar

araan Kampung KB. Kampung

lmpung KB

-37-

site Kampung KB dan K/O Sistem I

|
|

L
kja Kampung KB adalah Kkegiatz
PD-KB yang bertujuan untuk men

pendamping = program di
dan praktek pengelolaan Kamp

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
n

Juh) orang dari masmg—masmg Kam)]
ng licctua Pokja Kampung KB;

: c;ra.ng anggota Pokja yang |
Lnglseksi,
ng Penyuluh KB, PLKB ASN atau Norj
hg aparat desa
,raan

=rasxona1 pcmbckalan Pokja Kamp
; bentuk biaya fasilitator,
ortasi pada pelaksanaan kegiatan
abila kegiatan dilakukan secara

0 yang berlaku.

KB adalah Pokja yang terlatih.
1pung KB

|
a Kampung KB adalah pertemus

a dan anggota Pokja, beserta tim p

|

Pertemuan Pokj

bagai rangkajan pengelolaa.n Kampu;

KB yang

formasi

yarig telah terbentuk sebelum tahyn 2024;
n dengan klasifikasi berkembang,

andiri,

in yang

nberikan

kuahtas

tingkat
|

ung KB

an adalah satu tim pengelola Kampung KB

bung KB
{

mewakili
| ASN;
|
ung KB

kdnsumsi,
i

secara
virtual

1hkan dalam bentuk penggantian pulsa/ data

i
L)

nggunaan bantuan 'operasional pembckaian

in yang
‘nggerak
ng KB.

Kampung KB yang dxdukung dengan da_na

BOKB dilakukan minimal 6 (enamy} kali dalam 1 (sat{y) tahun

dengan rincian
1) |

oleh Pokja
bertuyjuan
primer (lar
data yang

cglatan sebagai berikut:
dan analisis data

tersed1a] yang selanjutnya pcrlu d

!

data merupakan kegiatan yang dﬂakukan
pung KB/kader/kader Rumah D'
untuk mengumpulkan data baik|
gsung) ataupun sekunder (memanfaatkbn
Jakukan

nta yang
secara

+
i
i
T
I




. penduduk
" pembangy
. Keluarga

. data perlq
‘ dan data

analisis d
Kampung
dengan <«

-38- o
i

b st bbb .. ARy bl 1]

alam rangka pemeté.a.n masalah dan ‘potensi
KB. Adapun data yang dikumpulkdn terkait
iata kuantitas penduduk, data| kualitas
. { data  mobilitas  penduduk, data
nan Keluarga, data kasus stunfing, data
nsﬂco stunting, data cakupan adqumst.rasx,
-1dunga.n sosial, data potensi desa/ kclurahan

am ‘sesuai dengan kebutuhan

- Penyusunan rencana kerja : i

: Setelah pe
; masalah,

ngumpulan data dan memetakan patensi dan
maka Pokja menyusun Rencana Kerja

poten31 i

t (RKM) dengan mempertimbangkar pnontas
! irrlasalah dengan memberdayak:lan segala -
ternal dan mengoptimalkan jejaring. Untuk

;' selanjutnya RKM periu diketahui oleh pemenntah

'4)5

Sasaran Kegiat;
Sasaran kegiatan

- desa/kelu ahan agar bersinergi dengan

. kepada PD-KB kabupaten dan kota melalui

program

pemban nan desajkelurahan. RKM perlu disampaikan

Pembina

Kampung KB yaitu Penyuluh KB, PLKB sebaga1 bahan
. dalam a VOkaSI dengan lintas sektor yang dapat

" berkontri usi di Kampung KB.

- Monitoring
. Monitoring

Pencata

Pencatatafl

pelaksana;
website

tentang pr
serta capa

program ¢

- Kampung
: fakta, data, dan informasi tentang pelaksanaan dan
; capaian p

' monitoring

1

i pelaksanas

_dan Pelaporan kegiatan - :
dan penyusunan laporan dilakukan setelah

an kegiatan oleh masing-masing Pok;

https:// kampungkb.bkkbn.go.id/
oﬁl Kampung KB, proﬁl penduduk,
jan' program.

' rencana kerja dan capaian program |

a melalul
memuat
keg1atan

'é

pclaksanaan rencana kerja d
hlakukan oleh Penyuluh KB bese

_capaian
Pokja

KB Monitoring ditujukan untuk memperoleh

rogram di Kampung KB. Selanjuthya hasil

hn kegiatan dan program
en |

perlu ditindak lanjuti dengan perba.lkan

-1

idalam penggunaan bantuan opcrasmnal

pertemuan Pokja Kampung KB adalah |
1) : Pokja Kampung KB; 1
2) 1 Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN; |
3) | PPKBD; | |
4) ' Sub-PPKBD; |
5) . Kader Poktan; E
6) : Pengurus Rumah Data Kependudukan; dan I
7) : Pengelola Dapur Schat Atasi Stunting.

ngkup Pcmbhgyaan

Pemblayaan op
bqntuk konsu
kegiatan secar

Pl

B T
s
4

msi dan/atau transpor pada pek
a tatap muka.Apabila kegiatan d

='rasnonal Pokja Kampung KB diberikan dalam

sanaan
1lakuka.n

—

- ERFEEE JUR R )



3.

Operasional Ketaha
-a.

{'
|
I
[
|
I

secara virtua
penggantlan pu
Oﬁtput

Output dalam
Pokja Kampung
1)RKM; dan 2)L,

Definisi

Operasional ke
pelaksanaan k
dalam upaya
percepatan cap
Rlnc1an Kegiata
Keglatan beru;
sosialisasi, d4

hglaitan di poktan Program Bangga

-39-

| pembiayaan dialihkan dalam| bentuk
lsa/data sesuai ketentuan yang berlaku, i

pénggunaan bantuan operasional p='rtemuan
' KB, adalah: 1
apv;ﬂran dalam website Kampung KB. ’
1an Keluarga Poktan ;
' i
fahanan Keluarga Poktan adalah biaya untuk
Kencana
pemngkatan ketahanan Keluarga dan
31&11 program pnontas nasional. ’
ha [orientasi teknis, - diskusi, tanya javérab,

n ; seterusnya yang berdampak]- kepada

péningkatan k
Orientasi tekni
kégiatan yang
dan ketrampil
memngkat.kan
Opcra510nal k
pemba.hasan y
d1‘ Kampung

dilaksanakan
Bérigga Kenc
1)_‘_ iPengelolaa
2) | Kebutuhan
- ;pembmaa.xl
3).  Pemberian
- | * pengasuhan
4) Penyiapan

pelayanan

.| i upaya pery

7). | Orientasi ?

8) . Edukasik
9) - Penguatan

| melalui kel
10)  KIE pembe
Sasaran Kegiat
1)'l | Keluarga y]
2) . Ibu hamil ¢
3) | Keluarga \
. yang belun

i
i

tahanan Keluarga.
Kétahanan Keluarga berbasis Poktc.m adalah
rtu_]ua.n memberikan informasi pemahaman
kepada peserta kegiatan dala:}l rangka
etahanan Keluarga. :

tahanan Keluarga dilakukan dengan t0p1k
'g disesuaikan pada kondisi dan kebutuhan
.| Berikut . tema yang dapat dipilih dan

i Kampung KB berbasis Poktan Program

{
!

o Dapui' Sehat Atasi Stunting; i
dan kecukupan gizi, pengasuhan, dan
! tu;mbuh kembang anak; ' }
pengetahuan dan keterampilan
n dan pembinaan remaja; :
dln remaja untuk tumbuh dan bc:ikembang

dalam

~secara optu'nal berkualitas dalam wupaya penyiapan

_perencanaan | kehidupan berkeluarga dan genera51
- | i berkualitas; :
5) ! Kelompok |BKL mendapatkan fas1hta31 dan p mblnaan

rarnah lansia melalui 7 (tujuh) dimepsi lanSIa

: tangguh dan pcndampmgan perawatan jangka anJang,
6) ' Pembinaan

pemberdayaan ekonomi Keluarga
m_;i,ldan kemandirian ekonomi;
;engelolaan Rumah Data; »
tpendudukan di tingkat desa/ kelurahan, ;

KIE dan pembinaan kesertaan |KB pria
ompok dan motivator KB Pria; dan ‘
rdayaan dan perlindungan Keluarga. ;

1
ang mempunyal bahta

1an menyustii;
rang mempunyai remaja usia 10- '4 tahun
N memkah

dalam

i
i
1
i

bt et ke ke -




4.

a.

4y Remaja den;
5) | Lansia dan |
6) | Kelompok K
7) | Kader;

8) Penyuluh K]
9} | Pengelola Ds
Lingkup Pembiay

Pcmblayaan of
dlbenkan dalam’
kegIatan berbast
pada pelaksandan
keg;latan dilakul

dengan ketentuazn yang berlaku.

Output
Meningkatnya p
yéh!g: merupakar
kegiatan Poktan,
Operasional Penguats
Operasional Pen
dan kota

1)'

2)

Definisi
Operasional
kabupaten
koordinasi
konvergen d
Rincian Kegi
Kegiatan da
é.nalisis S
perencanaal
evaluasi per
Operasional :

N kabupaten ¢

&) Pembal

dinas/1
situasi
tertuar
2022
Kampu
kali inf
yang a
untuk

b) Pembal

berdas:

bersama
pelaks
c) Monitofi
. KB.Pa
penyele

prioritd:

PO

40 -

Jrem usia 10-24 ta.hun yang bclurn menlkah
(elua.rga yang mempunyau lansia; _
B dan motivator pengguna kontrasepsi;

A 4y el i

3 PLKB dan :
1pur Schat atasi Smntmg
)crasxonal ketahanan Keluarga | Poktan
N’ bcntuk biaya penunjang pelaksanaan
s Poktan konsumsi dan/atau transportasi
an! kegiatan secara tatap muka Apablla
an, secara virtual pembiayaan d1sesumkan

e v e g

ait%sipasi Ke_luarga atau anggota Keluarga
1 'sasaran Program Bangga Kencana dalam
-. i - ':

i Ka.mpung KB
guatan Kampung KB di tingkat kapupaten

: penguatan Kampung KB di nngkat
dan kota adalah biaya untuk pelaksanaan
penyclcnggaraan Kampung KB | secara
an tenntegras: antar lintas sektor :
1atan ' . = ;
pat berupa pertemuan yang bertuju untuk
ituasi, " penentuan prioritas - garapan,
h' intervensi bersama, monitoring, serta
Lyelenggaraaan Kampung KB. i
penguatan Kampung KB di
ﬂ‘an kota dengan topik:
asan tentang hasil analisis situasi,
Ladan menyiapkan - tentang hasil
erkaut dengan capaian progr yang
g dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
tentang Optimalisasi Penyelenggaraan
ng | i Keluarga' Berkualitas. Pada peftemuan
dlharapkan akan keluar prioritas masalah
ka.n diintervensi bersama oleh lintas sektor
rncncapa.l Keluarga berkualitas; :
hasan tentang rencana intervensi bersama
arkan hasil analisis situasi dan pe entuan
s rﬁasalah, perlu disusun rencana intervensi
pembagian tugas, dan mtlanisrhe
aan teknis di Kampung KB; '
g dan evaluasi penyelenggaraan Ka.mpung
da baglan ini akan dibahas tentang capman
nggaraan Kampung KB dengan rnengacu

tingkat

Setiép
analisis

?':_l"

!-,‘a)

PD-K]
/' b) PDK

B di tingkat provinsi; |

o Ninag

e e B

B d1 tingkat kabupaten [kota;

lintas sektor: dan



- D. Penurunan Stunting
' 1. Pengadaan Bina Ke
' - Definisi .
j BKB Kit Stunting merupakan sarana/ alat bantu pa=nyuluhan
'yang berupa
“berisi materi yang dipergunakan kader untuk memberikan
' penyu]uhan
baduta agar

a.

. secara

- i ' Laporan
|

Output

!

-42-

o pada semester 1 (satu) dan 2 {dua) yang

L vxrtua.l pembiayaan disesuaikan
1 ketentuan yang berlaku.
- 5)

dengan
-1.

pendarripingan dan fasilitasi yang dilaporkan

ditujukan

| ; kepada Kepjala BKKBN yang ditembuskan keﬁada:

a)Gubern Ll.l',]
i, b} perwakilan BKKBN provinsi;
g o) Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.

1{1arga Balita (BKB) Kit Stunting

: Pengadaan s
‘ pelaksanaan
- Sasaran Kegi

o

Lo
oo
[

@

Kelompo

Desa (kep
Penerima

perangkat alat permainan edukatif
pada Keluarga yang memiliki ibu

men1ngkatkan penerapan pengas
Kehldupa.n (HPK)

ana BKB Kit Stuntmg untuk
clas pcngasuhan pada Kelompok B

ala desa/lurah)

§

Han media

am11 dan
1an 1000

untuk menurunkan

{

1

endukung

BKB yang sudah ditetapkan oleh emermtah
| Daerah (4 upatx/ walikota, camat) atau oleh Pemerintah

1

BKB Kit Stunting wajib mclamplrkar dokumen

SK pembmtukan BKB yang ditandatangani oleh pejabat

yang bcrwenang minimal oleh Pemerintah Desa.

. ngk:up Pemblayaan

- Lingkup Pcmbxayaan dipergunakan untuk

- seperangkat EFKB Kit Stunting terdiri dari materi
f yang meliputiy] -

|

1) Media bahan penyuluhan yang terdiri dari:

!

pengahaan

Han media
' !

<
L1

B |' i a) Buknh Men_]adl Orang Tua Hebat dalam m1=ngasuh
- | Anak yang terdiri dari 4 seri; *
o j b) Buknu Pengasuhan Anak yang berkebutuhan
o khugus! !
E | ¢) Bu Saku “Pengasuhan 1000 Han Pertama {
i Kehidupan”; !
' . d) Medja Lembar Balik untuk penyuluhan stimulasi
anak usia 0-23 bulan yang terdiri dari: O} 12 bulan
i dan 13 - 24 bulan; :
| €) Modul BKB Holistik Integratif; ;
{ f) Modul {BKB Eliminasi Masalah Anak Stunting
(EMAS). 2) - Alat Pantau Tumbuh Kembang Anak
: terdiri dari: ]
a) Kalehder Pengasuhan 1000 HPK yang terdiri dari 3

bagian: ;
' |
{
1

'
{
)

i



20'

gy
i)

Output
Terdistribusikannya
kelompok BKB.
Opcrzisional Penda]
- Definisi
. Merupakan ke
Keluarga unuEk memantau perkembangan dan melakukan
'_ pendampmgar

. Subur (catin/
‘usia 0-24 bulan.

a.

“dini
' ﬁc_layanan
' bantuan
' penurunan s
. terwujudnya 4
. terdata;
-_ pclayanan (3?
' 1_r1tcrvcn31
" pelaksanaan d
- Rincian Kegiaf
Dukungan Q
Penga.ntm (cd
- merupakan
- diberikan kep
jumlah Tim
- melakukan ke
: _sasaran
Bahta Pelaksa
1 _(satu) orar

a) Tas
Tas
tum
oran

sebagaimana
faktor-{

50§

(2)

Cq

Personil Tim

Kardus BKB Kit Stuntmg

ender Pengasuhan Anak Usia 0-1§ bulan;
ender Pengasuhan Anak Usia 13-24 bulan.

inan Edukauf (APE}) yang terdiri dan:
otonk kasar;

ésan Kunci 8 (dclapan) Fungsi Kelu arga;

mjmg Ular Tangga BKB EMAS; i
penylmpa.nan APE dan buku, alat pa;ntau
uh kembang anak, media penyultthan ;bagi
o tua, :

PRI

. | .
i
sarana BKB Kit Stunting untuk
| |
mpingan Keluarga Berisiko Stunting |

3
1
1

giatan yang dilakukan oleh Tim P'ndanipmg

kepada Calon Pengantin/calon Pasz’mgan‘Usm
caPUS), ibu hamil, ibu pasca pcrsal*nan hnak
Kegiatan pemantauan kepada sasaran
dunaksud di atas sebagai upaya r'ncndeteksx
aktpr risiko stunting serta mimfasmtam
jukan dan fasilitasi penerima program
ial' kepada sasaran prioritas m}aercepatan
tﬁntmg sesuai dengan kebutuh sehmgga
(empat) PASTI: (1) Memastikan semnia sasaran
Mcmasukan semua  sasaran emperolah
Memastikan semua sasaran memanfaat.kan
ari pelaya.nan dan (4) Memastlkan semua
an pendampingan tercatat dan terla orkan

an! | o

pperaswnal Pendampingan = Sasar Calon
tin}), Keluarga Berisiko Stunting, dan Bahta
dukungan pembiayaan operasional yang
ada Tim Pendamping Keluarga sesuai dengan
Pef;damping Keluarga di wilayahnya dalam
giatan perencanaan dan pendampingan kepada
Ltm Keluarga  berisiko  stunting 1 dan
naan pendampingan tersebut dapat dllakukan
g atau secara individu scbagai bag1an dari
Pendampmg Kcluarga maupun pcnda.mpmgan

b




secara kelom
melakukan pe
Adapun rangka;
' Daftar Inve
;Untuk pe

1)

L

b
[
-
1

| sasaran,

daftar invs
- periodik
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ok: {seluruh Tim Pendamping
ndémphgm bersamaan kepada
fan kcgiatan yang dilakukan antara 1
ntans Sasaran Pendampingan

[‘1rn Pendamping Keluarga harus

dlmutakhu'kan dan

r51apan melakukan pendampingary

='n'cr:ms sasaran pendampingan yan
dlvenﬁkésx Daftar

!
§
i
i
!
!
H
i
i

Keluarga
sasarém) .
ain; f

kepfada
mcmiliki
g sccara

.Inventaris

Sasaran Pendampingan terdiri dri: Data

| sasaran Ke
;salin, bad
‘inventaris
Pendampin

sasaran Keluarga berisiko stunt
g Keluarga dapat diperoleh dari

luarga berisiko stunting (ibu hamil, ib
uta dan balita)} dan data Catir.

u pasca

Daftar
ing Tim
berbégai

| .sumber an
- | Tahun 202
| i ;2) Data ya
| KB, 3) Day

. | atau lingk
- ;Pcnga.ntin
i ‘perizinan
.desa/kelur
_Tegister me
. dari jejarin
dari lainny:
-Pelaksanag
a]PeIaksan‘
proses
dengal

catin/
setiap
(tiga)

R kepad;

pendal

tarél lain: 1) Data Hasil Pendataan
1 atau data pemutakhiran data Tahln 2022;
ng bersurnber dari kecamatan atau|dari PD-
A, dapat bersumber juga dari desa/ Kelurahan
ungan kediaman sasaran/kediaman Calon
(RT/RW); 4) KUA/Lembaga Agama lembaga
pcmxkahan lainnya; 5) TPPS| tingkat
ahan, 6) Data catin yang telah m lakukan
lalui aplikasi; 7) Data dapat bersumber j Juga
g PKK; dan/atau 8) Data dapat bersumber
. |

n PIendampmgan ' j‘

1an pendampingan catin/ caPUS M?rupakan
fasﬂlta51 dan edukasi yang ditindaklanjuti
N tr:eatment dan upaya-upaya kesehatan dan

Keluarga

: peningkatan status gizi sebagai upaya pellacegahan
: stunting bagi catin/calon . pasangan usia subur
(caPU$). |

Pelaksanaan . pcndampmgal’l bag1
.aPUS dilakukan minimal 2 (dua) kali pada
catm/caPUS dalam kurun waktu 1deal 3
bulan sebelum menikah. Dal tugas
rnpmgan, tim pendamping menyampaikan
21 catln yang akan menikah sebagai bFnkut

dan memastikan

c

@

c

(3)

(1) M engmformamkan

P
M
kesehatan
199
tn

pl

49

tin/caPUS mendaftarkan pernikahgn pa11ing

sedikit 3 (tiga) bulan sebelum menikalf; |

mastikan

enginformasikan - dan me .
Aplikasi

tin/caPUS melakukan registrasi di
endampingan Keluarga, :
enghubungkan catin/caPUS kepada fasilitas
dan memastikan untuk
endapatkan fasilitasi dalam =mé¢lakukan
eat;rmznt {perawatan/ penlnganan]
=ncegahan stunting seperti suplemen untuk
eningkatkan status gizi dal:am
embersiapkan kehamilan yang sehat;

3

e e it e e Ay R



(4)

5)

N[énginformasikan _
catin/caPUS  mengikuti

institusi

o
in
s
P=ngasuha.n 1000 HPK, 4ll);
M
y
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i

dan mej
kelas
léndapatkan materi bimbingan per
agamanya masing-masing

Lendapatkan informasi tentang KB,

e_la;cukan KIE dan memastikan P
ng belum/ tidak

layak hamil

astilican
an/atau
winan di
(uni:uk

1
i
i
i

JS bélm
untuk

cnunda kehamﬂan dengan kontrasepsi yang

petugas

i

(6} elakukan pencatatan  dan pelaporan
p laksanaan pendampingan catin/ caPUS (bisa
dilakukan secara manual atau | melalui
aplikasi) | !

Pelakspnaan pendampmgan ibu hamil merupakan

kegiatan ipendampmgan yang dilakuk untuk

memantau  perkembangan kehamilan  dan
mendeteksi secara dini  apabila muncul
ketida seéuaxan perkembangan berdasar buku

Keseh tan Ibu dan Anak {KIA)  untu 'segera

dilaku an penangananan, agar ibu hamil mampu
menjal i kehamilan dengan sehat, {bersalin
dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat
dan berkuahtas, serta terhindar dari risiko stunting.
Pelaks anaan pendampingan kepada 1bu hamil
dapat Hilaksanakan sesuai dengan usia k hanulan
dan kg ndlsx sasaran ibu hamil antara la.lrj yaltu 1
(satu) cah pada trimester 1 (satu), 2 (dua) Kali pada
trimesf er kcdua dan 3 (tiga) kali pendampmgan
pada tnmcstcr atau dapat dilakukan
pendampmga.n lebih intensif sesuai dengar] kondisi
dan ke'butuhan ibu hamil. Pada saat kun_]ungan,
Tim Pendampmg Keluarga memastikan 1bu hannl
me_lakc.ana__akan rekomendasi tenaga keisehatan
sesuai| buku KIA, ibu hamil mendapatkan KIE
kehamilan sehat, asupan gizi seimbang, dan
Perilaku Hldup Bersih dan Sehat (PHBS), serta ibu
hamil mendapatkan KIE kesehatan reproduks1
pasca ersalman |

aan penda.mpmgan pasca pe‘rsahnan
mcrupakan kegiatan pendampingan kepada 1bu
hamil yang akan melahirkan sampai deng in pasca
persalinan untuk memberikan promosi dan KIE
tentang KB pasca persalinan, memantau k sehatan
ibu nifas dan perawatan bayi, promosi, dan KIE

tentang . As1 Eksklusif, g121 seimbang, dan 1000
HPK. T1m Pendamping Keluarga pad.a sa_;at
melakukan kunjungan memastikan iby pasca

- o bamid



;;d)

persal;
dalam
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i
;

nan menggunakan alat kontrasepsi tcrpilih
jangka waktu sampai 42 (empat puluh dua)

hari
ideal
sebelu

telah melahirkan sehingga memiljki jai'ak
enga.n kehamilan . berikutnya dlharapkan
masa nifas selesai sudah menggunaka.n

KB P sca Persalinan. Dalam pendampmgan ibu
pasca pcrsahnan berisiko, Tim Pcndampmg

Kelu
peran
dan pil
Pelaks;
23 bul;
Pendar
bulan
KIE/P¢
keseha
yang ¢
penang
bulan.
0-23 b
bulan)

a berkoordinasi dengan tenaga kesehatan
kat desa, pcndampmg Keluarga arapan,
ank lainnya. i
anaan pendamplngan Keluarga ana usia' O-
an [ ;
npingan Keluarga dengan anak usia 0-23
adalah serangkaian kegiatan yang mehputl
'nyuluhan fasilitasi pelayanan rujukan
tan dan fasilitasi pemberian bantuan sos1al
filakukan sebagai upaya penceg \an dan
,gulanga.n stunting  bagi anak ' usia 0~23
Pelaksanaan pendampingan bagi anak usia
.llan mulai dari kunjungan bayi b la.hlr (O
yang diikuti kunjungan bulanan (satu ka.h

setiap bulan) hingga anak berusia 23 (d ' puluh
tiga) Bulan, utamanya untuk anak 0-23 bulan
dengan i risiko stunting. Dalam méas
pendampmgan, Tim  Pendamping  Keluarga

membe

nkan promosi dan KIE terkait Pcrawatan

Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Imunisasi, Makanan

Pend

bayi :Eu lahir, Inisiasi Menyusui Dini, Pembenan
P

ing ASI (MP ASI), Pemberian AS sampau

dengan __2 (dua) tahun), PHBS, Vitamin A, Obat
Cacing, . i Pemantauan  pertumbuhan dan

stimu
sehat,

perkcribangan rutin setiap bulan di P syandu,
1

si perkembangan, pola asuh, Tanda Anak
Tanda bahaya pada Anak usia 0-2 bulan,

serta 1pen‘m’mnan KIE bagi orangtua yan belum

mengg

Lma.kan kontrasepsi dan memastlkan untuk

mernbe'rlkan edukasi untuk menggunakan

kontra
Adapu
Penda

n beberapa kegiatan yang dilakukan pleh Tim
pmg Keluarga pada sasaran ini antara lam

sep31 sampai dengan anak usia 2} bulan.

(1) P ndampmgan anak usia 0-23 bul dengan
ri ayat berat badan lahir rendah (< 2.500

) ataupun panjang badan lahir rendah

(<85 :cm) ataupun riwayat kelahiran kurang

bulan (< 37 minggu);

|

. i
(2) Memastikan anak ., usia 0-6 | bulan

ndapatkan ASI eksklusif; | !

3) M méstikan anak usia 6-23 | bulan

ndapatkan Makanan Pendampmg ASI (MP-




-

!
[
|
|

(4)

()

®

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

ABI) dengan kandungan gizi lengkap ${
protein hewani;
M
Il

: mainual). ;
t ]
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emastikan  anak  usia  0-23]
1endapatkan imunisasi dasar dan
ngkap sesuai usia; i

le

ﬁemantauan pertumbuhan dan perkembangan
amak usia O- 23 bulan sesuai !
dengan : ]
tandar/usia; ,

ndampmgan Keluarga dengan anak usia 0-

3 bulan dengan ' infeksi kronis y:a.ng
endapatkan tatalaksana kesehatan;! ‘
ndampmgan anak usia 0-23 bulah dengan

asalah gizi (weight faltering (kenaik bérat
adan tidak memadai), underwetghi (berat
adan kurang), gizi kurang, gizi buruk dan
tuntmg) mendapatkan tambahan a upan gizi
q an tata laksana kesehatan; i

Pendampmgan anak usia 0-23 bulan dengan
masalah perkembangan me dapatlkan

_ tatalaksana kesehatan; : : |

'[‘uﬁ Pendamping : Keluarga memastikan
(eluarga yang memenuhi p?rsyaratan
rnencnma bantuan sosial, menerima variasi.
bantuan pangan selam beras dan telur; 3

I‘1rn Pendamping Keluarga memastikan
Keluarga memiliki akses minum hir layak,
sarfina rumah sehat, memiliki Jamba‘n sehat

Tim Pendamping  Keluarga melakukan
pericatatan dan pelaporan pellaksanaan
pcﬂdampingan anak usia 0-23 bulan (baik

|dilakukan melalui aplikasi maupun secara

Sasaran Kegiatan ; *
~ Sasaran kegiatan penggunaan dukungan operasional antara

lain:

1),

)
f3)t‘-

. Llngkup Pembi

Llngkup pem
- berisiko stun
" adalah biaya
lingkup  keg

inventarisasi
_ pendampmga
~ kegiatan per]

Sasaran
catin/ca

- . e 1
. 1
'

lﬂacn‘dampingan laki-laki dan perempuan sebagai

'US; | | ;

Sasaran pendampingan Ibu Hamil; |

Sasaran
pendampi

4)Sasaran
23 bulan.

3en:dampingan Ibu pasca persalinan;
ingan Kcluarga memiliki anak usia O

iayaan | ] |
biayaan operasmnal pendampmgar. Keluarga
ting sasaran oleh Tim Pendamping Keluarga

operasmnal dukungan pelaksanaan rangkalan
iatan  Tim Pendamping = Keluatga ya.ttu
dan pemutakhiran data sasaran, p laksanaan
h, {pencatatan dan pelaporan pnhlaksanaan
) dampingan kepada - sasaran sertc[ keg1atan

!
!
!
1
i




R e |

| Operasmnal Pencats
_ Stuntmg : . - ;
a. ' - |

| Stuntmg tingk
‘bentuk pembi yaan operasional yang dapat dlgunakan untuk

: transportam, _

; per_nblayaan

i d1tetapkan ole Pe_]abat yang berwenang. _ 5

5

i

P i |
" 4

P ) . . . _ i

B H . " 1

. | ! 1

H

o | Lag-

A AT e e o A

lainnya yang chlakukan oleh T1rn Pendamping ‘,eluarga.
Dukungan pem 1ayaan diberikan 10 (sepuluh) bulan dalarg 1
(satu) tahun. : !
Output '

!
lll .Daftar inventarisasi sasaran dan pemutakhirannya; dan
2) 'Rekapitulasi { Laporan Hasil Pendampingan per
_kabupaten{kota yang dilaporkan setiap per| 3 (tiga)
bulan. [ o
tan Hasil Pendampingan Keluarga Berisiko

1
H

Definisi : !
Merupakan k=g1atan pcncatatan dan pelaporan hasil
pemantauan pgndampingan sasaran berisiko stw'ltmg dan
bahta yang dil kan oleh Tim Pendamping Keluarga kepada
sasaran Beri 'ko! Stunting.Pengamatan kepada sasaran
bertujuan untuk mempred1ks1 dan mendeteksi dini faktor
resﬂco stunting _memomtor, mengevaluasi, dan memperbjaiki
kondisi sasargn ]seﬂa menyediakan data dan linformasi
kondisi sasaran. | | 3
Rincian Kegiatar [ | | -
Tim Pendamp ng Kcluarga melakukan pcmantaluan dan
pcndampmgan kepada sasaran berisiko stunting dan hasil
pendampmgan tcrhadap sasaran dilakukan pencatatan 'dan
sehmgga didap atkan data yang update dan terkini di wiléyah
desa/ kelurahan masmg—masmg Tim Pendamping! Keluarga
terlaporkan sevara berkala. *
'Lingkup Pembj ayaan | = |
Operasional Pemantauan Pendampingan Sasararl Berisiko
t desa/kclurahan merupakan kegiatan dalam

o,

pembehan akct data/pulsa, dan/atau pénggunaan
pcmbehan alat tulis kantor, |dan/atau
keperluan photo j copy ataupun biaya lainnya. ukuflgan
1benkan 10 [scpuluh) bulan dalam 1 (satu)
nkan kepada para anggota Tim Pendampmg
i dengan SK Tim Pendamping Keh. arga yang
]

1

- Calon pengantin (catm)/ calon Pasangan Usia Subur (caPUS),
Tbu Hamil, Iby Pasca Persalinan, anak usia 0 — 23 bulzmi
' Output

i
!

Output kcg1a1,an 0peras1ona.1 Pemantauan Pendampmgan

~Sasaran Berisiko Stunting tingkat desa/ kelurahhn adalah
?tcrsed1anya data dan informasi : terkini tentaﬂg kdndlsl

kesehatan Calon Pcngantm /Calon Pasangan Usia ubur, Ibu

. Hamil, Ibu Pasca Persalinan, Anak Usia 0 -23 b lan untuk
" mendeteksi secara dini faktor risiko stunting b rdasarkan
; hasil dari pelaksanaan penda.mpmgan Keluarga di setlap
' V:vilayah. - : 3




- 4,

Opcrasmna.l Dapur £
a.

Deﬁmsx

Operasional Da purj Sehat Atasi Stunting adalah bia)

pe@aksanaan
pendampingan,
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chat Atasi Stunting

kegiatan pemberian

SR

|

i
i
s

,,—'a un’j:uk
edukasi.
dan pembiasaaan konsumsi makanan bergizi

gizi,

mqlalui Dapur S]aehat Atasi Stuntmg, dalam upaya percepatan

penurunan stun

R1nc1an Kegiatah-

Keg1atan dapat
Dapur Sehat At
halmil, ibu men;
pentingnya ma
stulnting _
Pada pelaksana
yang hasil mas
risiko stunting,
diberikan tuga
petlnbiasaaan ke
dengan menggu:
Oplerasional Daj
10! (sepuluh) ki
seBagai berikut:
1) . Pertemuan
2) i Pertemuan

1) !
2) |
3)
4)

i Kader,;

stunting.

Lingkup Pembiayaan
Pembiayaan operasional Dapur
diberikan bagi

mehdapatkan

sebelumnya Pem
penunjang pelak

(satu) PKB ¢

| Penyuluh KB, PLKB;
Tenaga Kese'hatan dan/atau ahh gizi Puskesmas
5)-) Tim Pendampmg Keluarga; dan 6) Keluarga -

ting.
berupa pemberian edukasi gizi kepa
asi Stuntmg maupun kelompok sasaj
,rusul dan ibu yang memiliki balita]
ka.nan bergizi dalam wupaya pen

an edukasx gizi terdapat praktek m
.akannya dapat dikonsumsi oleh
dan selanjutnya seluruh peserta
5 tuntuk melakukan pendamping
'pada 10 (sepuluh} Keluarga risiko

\)ur; Sehat Atasi Stunting dilakukan
ali !selama 1 (satu) tahun, dengan

i

akan Rapor Konsumsi Menu Bergizi}-

da kader
ran  (Ibu
tentang
Lcegahan

cmas;ak,
Keluarga
edukasi
stunting
;
minimal
_ rincian

pertama, memberikan orientasi k

(sepuluh) Keluarga sasaran

|

|

Sehat Atasi
Kampung KB ‘yang belum
 alokasi pendanaan di

bahan untuk p
pelaksanaan ke atan secara tatap muka.Apabila

biayaan yang diberikan berupg
sanaan kegiatan, seperti fasilitator,
aktck masak, dan/atau transportasi.Pada

Fpacla 1
ian kader yang mengelola Dapur Sehat Atas:
Stunting di ]{ampung KB; _ .
kedua dan seterusnya akan dilakukan oleh
. kader peng elola Dapur Sehat Atasi Stunting
minimal 10
mcmpraktxkkan sesuai dengan i 151 piringku,
Sasaran Kegiatah |

Ketua TP PKK tingkat desa/ kelurahan;

i

kepada
untuk

berisiko
R

1
]

Stunting
pernah
_ tahun
biaya
belanja

<cg1atan

dllakukan secar vxrtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk

pengganhan pul
Output
Meningkatnya p

|
|
1 H

3

a/ data sesuai ketentuan yang berlaku.

ngetahuan dan keterampllan Keluarpa risiko
stuntmg dalam penyechaan makanan bergizi.

|
1




i .
. Operasit;nal Koordin
‘a. Koordinasi TPP!

| 1), | Definisi
' ' Koordinasi

| - kegiatan o

. !melaksana
. | memastika
| :penurunan
2)| {Rincian Ke

| :pelaporan
- | ‘Konvergengi
Dalam pen

5 di tingkat kabupaten/kota

};mitra kelj.Ea;mnnya di tingkat kabupaten/ko

:Koordinasi| :
. dilaksanaki
‘koordinasi,

3

2|

5

! dengan Ba

*dan Konver
_Sasaran K
‘Sasaran

kabupatenfkota yaitu:

a) TPPSt
b) mitral
Lingkup Pe;
Pembiayaan
kabupaten/
pelaksanaaj
stuniting me
a) Belanj
b) Belanj
sesuai
perund
paling

rerja lainnya.
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)

asi TPPS

|
TPPS di tingkat kabupatcn /kota m?mpakan

pcrasmnal yang mengikutsertakan TPPS dan
la dalam
kegiatan yang mcnduku?g dan
pelaksanaan aksi konvergensi percepata.n
stuntm,g di mlayahnya
ziatan
]TPPS di tiﬁgkat
an dalam bentuk: pertemuan (lurin danng],
fasilitasi, konsultasi, evaluasi serta
Jelaksanaan kegiatan dalam menduk‘.lng Aksi
i percepatan penurunan stunting. 1
yusunan rincian kegiatan agar berk ordinasi
:)peda selaku Koordmator Bldang Koordinasi
ens1 TPPS. o
g tan :
egiatan koordinasi

i
I
1
i

kabupaten/ kbta

TPPS di | tingkat

ngkat kabupaten/ kota |
mbiayaan :
) - ﬁelaksanaan koordinasi TPPS di tmgkat
kota dalam mendukung dan mernastlka_n
Aks1 Konvergensi percepatan penurunan
1put1 :
transportasn lokal ]}
pcqalanan dinas dalam kabupaten/kota
{ i dengan ketentuan p raturan
angundangan mengenai keuangan daerah

aksi konver
i

a)

kabupaten /

i,aporah ter
Lapora1
bulan |

konsurn31 pertemuan/ rapat di alam/ di
tor wilayah kerja kabupaten/ kotd sesual

kctcntuan peraturan perundang-ut dangan

banyak 15% dari total pagu op]rasmnal

J

I. ber dlbaya.rkan sesuai dengan ketentuan
i kegiatan Koordinasi TPPS di | tingkat
koté adalah laporan pelaksanaan J(egiatan

;en:si percepatan penurunan stunting.
i .

}
AT |

sebut terdiri dari: |

n Semester I (pelaksanaan kegiatan selama

lanuan-Jum) yang d11aporkan di bulan Juli1

i
1
!

[

PRI )



o
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1 , i
'b) LaporT.n Semester II (pelaksanaan kegiatan selama
bulan Juli-Desember) yang dilaporkan di bulan !
Desember; dan J
c) Laporan [Reviu Kinerja - Tahunan (pelc_ksanéa.n
5 kegiatan |selama bulan Januari-Desember) yang
: dilapor kan di bulan Januari tahun berikutﬂya.
; Laporcm { dimaksud d11aporkan secara | periodik
ditujukan kepada: o
a) Ketua[TPPS di tingkat kabupaten/kota; i
b} Ketua TPPS provinsi; o
¢} Ketua Pelaksana Sekretariat Stunting BKKBN Pusat
: dengan | tembusan Direktorat Advoké!lm |
dan |- ;
|} Huburgan Antar Lembaga; dan | j
d) Direktprat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
N Kementenan Dalam Negeri. ;
Koordma31 TPPS d1 tmgkat provinsi daerah otonomi banu |
1) | Definisi - i
- 1 Koordinasi TPPS di tingkat provinsi mcrupakan egiatan
operasional yang mengikutsertakan TPPS dan mitra
.| kerja lainnya d1 tingkat provinsi dalam melak.sanakan
. kegiatan yang mendukung dan merflastlkan
pelaksanaan I koordinasi  Konvergensi  pefcepatan
penurunan stuntmg di mlayahnya _ '
2) | Rincian Keg:.atan : . }
..} Koordinasi [[PPS di tingkat provinsi dilaksan dalém
bentuk: pertemua.n koordinasi, fasilitasi, ko sultas:
evaluasi sertai pelaporan pelaksanaan kegiata dalam
mendukung Ak31 Konvergensi percepatan pe uruqan
stunting. | Z ;
Pelaksanaan Aks1 Konvergensi percepatan pe urunan
stunting yang didukung melalui pembiayaan _ini
terutama terkait dengan: i
a) Peman uan pelaksanaan Aksi Konvergcnsx +d1
. tingka kabupaten/kota o 1
‘. b)  Pelaks naan Rembuk Stunting provinsi; | ;
i ¢) Fasilitgsi pendanaan (tagging) APBD provifsi yang
.~ mend ﬁg penurunan stunting; i
| d) Penca a1an indikator Peraturan Premden Ngmor 72
-+ Tahun 2021 tingkat provinsi; dan
' ¢) Pelapotan TPPS Semester 1 dan I1. |
3} | Sasaran Ke 1atan §
"'} Sasaran ke 1atan koordinasi TPPS di provinsi yajtu: ‘i
' a) TPPS di provinsi 4 (empat) daerah otonomi baru
: (Papu Selatan Papua Tengah, Papua Pegunungan,
il dan P ua Barat Daya);
1 b) mitra erja lainnya.
4) | Lingkup Pembiayaan ' ;
" | Pembiayaar] pelaksanaan koordinasi TPPS di proyinsi 4




i

6.

{empat) d

b) Belanj
5 deng

-52-

o ;
rah otonomi baru {Papua Selatar}, Papua

Tengah, P pua Pegunungan, dan Papua Barat Daya)
dalam me dukung dan memastikan pelaksan.Lan Aksi
o Konvergen i percepatan penurunan stunting nelipfzti:
a)Belanja ansporta51 lokal; !

perjalanan dinas dalam daerah. sesi:Jaj
ketentuan peraturan perundang-updangan

total p agu operasional TPPS;

. ic] Belanj
: luar

5) Output

i Tengah, P

h) Ketua
b) Ketua

‘ c) Direkt

| . Kemen

Audit kasus stunting

a.

Definisi
Audlt kasus stun

: :j E mengehai keuangan daerah paling banyak 15% dan

4 konsumsi pertemuan/rapat di a.lam/d1
I(antor wilayah kerja sesuai kftentuan

peratu ran perundang-undangan mcngcnau
Cl keuangran daerah; i - i

; : d) Belanja . honor, transportasi, dan/atau akomoda31
L narasumber dibayarkan sesuai dengan ketentuan
} peratu ra.n ‘keuangan yang berlaku.

i

Output dan . keglatan Koordinasi TPPS di prpvinst 4
{empat) dag

=rah otonomi baru (Papua Selatan Papua
ua Pegunungan, dan Papua Barat Daya)

| adalah lap ran pelaksaan kegiatan aksi konvergensi

nurunan stunting. Laporan tersebut terdiri
Do _
Semester 1 (pelaksanaan kegia selama
anuari-Juni) yang dilaporkan di bulan Juli;
Semester II {pelaksanaan kegiatan selama
uli-Desember) yang dilaporkan di bulan !

i

Desemper; dan ;

 Reviu Kinerja Tahunan (pelaksanaan
selama bulan Januari-Desember) yang
1 di bulan Januari tahun berjkutnya.
dimaksud dilaporkan secara perigdik dan
an kepada: S

TPPS di tingkat provinsi; ‘
Pelaksana Sekretariat Stunting BKKBN Putj.at

dengar] | tembusan Direktorat Advokasi |
dan H?bungan Antar Lembaga; : ?

rat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

terian Dalam Negeri. *
T -

i;

I tmg adalah identifikasi risiko dan penyebab

risiko pada kelol pok sasaran berbasis surveilans rutin atau

sumber data lain nya. . |
Rmman Kegiatan} | ;

Keglatan audit

mencakup 4 (em at) tahapan audit kasus stunting yajtu:

1) Pembentu

I

E
1
|
|
|
|
E

i.

kasus stunting dalam 1 (satu) kali/siklus

j

ni tim audit ‘- kasus  stuniting -di

| Kabupaten/Kota; ] 1

i
:

i




7.

é.:

2) F’elaksanaax
3) Diseminasi

4) _ Evaluasx

chlatan audit
kali/siklus dal

mclaksanakan taha{pan pelaksanaan audit kasus

Khusus Tahap

pendampingan keluarga;

S perubahan :Ltat:us risiko kasus audit stunting. ¢

1
i
5.
i
_' “53“ i

;audlt kasus stunting dan mana_]emen

hasil audit kasus stunting dan chcana

Tindak Lan_] L1t ] %

evaluasi
§

Rencana Tindak Lanjut dan
kasus stunting dilaksanakan 2

(dua)
am 1 tahun. Masing-masing

siklus
stunting.

dﬂakukan pada
Sasaran Kegia
Keluarga berisik
1) | Calon peng
9) | Tbu hamil;

- 3) | Ibu pascape
ngkup Pembiayaan

] . (pembentukan tim audit kasus stunting)

ap awal jika belum terbentuk tim.{ !
.' ; ' _ i
stuntmg yang mehputl
tm Calon Pasangan Usia Subur [PUS], !

salma.n dan 4) Anak 0-59 bulan

Lingkup pembi )1aan dari kegiatan-kegiatan yang d1but:uhkén

dalam proses audit kasus stunting mencakup: : :

1) | Biaya kons
2} | Biaya trans
3) | Narasumber
4) Paket pulsa
koordinasi d
Output

Laporan Audit Kc

M1n1 Lokakarya Kecan

a’

Definisi
M1n1
penurunan stur
kecamatan yang
rangka
pén;dampingan

Lokakaryd

menga wa!

si;
ortasi;
Pakar; dan ;
dan /atau paket data Telekonsultasijapabila
11akukan secara da.ring. R

lSLlS Stuntmg per s1k1us (2 kali per tahun)
'1at:[m
' I‘{ccamatan dalam upaya penFepatzém
iting merupakan kegiatan pertemuan di
diinisiasi dan dipimpin oleh cama* dalam
dan  mengevaluasi pelalrsanaan
'Keluarga dan  hasil pemantauan

pendampingan Kcluarga di tingkat kecamatan agar t rwujud

3 (tiga) standar:

(2) Tersedia Alat
Stunting; dan (3
Opérésional perc
4 (empat) PASTI:
Memastikan ser

(1) Tim Pendamping Keluarga yang erlatlh
Ukur/Aphkas1 Pengukuran untuk asaran
) Tersedia dan terlaksananya sedural
=patan penurunan stunting dan terwujudnya
(1) Memastikan semua sasaran tcrclata (2)
nua sasaran memperolah pelayanan; (3)

Memastikan scmua sasaran memanfaatkan intervensi dari

pelayanan, dan

pendamplngan tercatat dan tcrlaporkan

Rmc1an Kegiatan| .
Mm; Lokakarya
pertemuan untu
pendampmgan

(4) Memastikan semua pelaksanaan dan
a,

j
1

tlngkat kecamatan mcrupakan -kcg1atan
K mengawal dan mengevaluas: pelaksanaan
eluarga dan hasil dari pelaksanaan dan

pemantauan pe dampmgan Keluarga di tingkat kecamatan

serta pembina
| :

R

(coach) Tim Pendamping Keluarga agar
#
f

]
i
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terwu_]udnya 3 |t1ga) STANDAR dan 4 (empat) PASTI Keg1atan
diinisiasi oleh Pengurus TP PKK kecamatan dan .d1p1mp1n
olqh Camat. Dalam kegiatan Mini Lokakarya ini salah
samnya dapat diagendakan pemaparan materi d Kepa!a
Puskcsmas atay perwakilannya tentang data kondis stunting
by name by dres, Pemaparan dari PKB, PLK dalam
capa_xan Progr l Bangga Kencana dan pelaksanaan
pendampingan Keluarga resiko stunting dalam pe] cepatan
penurunan stunting yang dilakukan oleh Tim Pendamping
Keluarga di wilgyahnya. Mini Lokakarya tingkat ke‘ amatan
diléléukan mlmmal 10 (sepuluh) kali dalam (satu)
tahun.Pertemuan dapat dilakukan secara berkelompok
melalui luring d4n/atau daring. ‘

C. Sasaran Kegiatan | ;

- Sasaran Mini Lo&(akarya tingkat kecamatan yaltu pe‘laksana
Mini Lokakarya di tingkat Kecamatan yang meliputi Camat,
Kepala Puskes 1'1‘<=:naga Gizi, Dokter, Bidan darj tenaga
kesehatan lainnya, Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan,
Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN, Koordinator Statistik
Kecamatan, Pengurus IBI Ranting, Pengurus KUA, Pengurus
Lembaga pembe dayaan masyarakat (LPM), Satuany Tugas
percepatan penurunan stunting, Tim Pendampmg Keluarga,
Danramil, Kapo sck dan pihak-pihak terkait lainnya di
tingkelxt Kecamata’n ya.ng bcrpashsxpam dalam mini lokakarira

~ © . tingkat Kecamatan i 5 . | 1
d. Lingkup Pembiayaan _ - 2N B
' Mini |Lokakarya| tingkat kecamatan terdiri dari Biaya
Konsumsi, dan /aiau transportasi, dan/atau dapat
" menghadirkan jsﬂﬁator pada beberapa pelaksanaan Mini

Lokakarya apabila dibutuhkan.Apabila kegiatan dll.akukan
secara virtual maka pembiayaan dapat dialihkan da.lam
bentuk penggan nan pulsa/data sesuai ketentuan yang
berlaku - :

e Output i l - u
- Output Mini Lokakarya tingkat Kecamatan yaitu tind 'la.njtit

- hasil evaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan
- pembinaan Tim Rendamping Keluarga serta laporan ond131

o pelaksanaan pendampmgan Keluarga dan pj gram
- perccpatan penurunan stunting di seluruh desa/kelurahan

- '~ dalam satu wilaya kecamatan ' !
B Pembmaan Program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBQ
danSub-PPKBD u :
1, Opcrasmnal Pe]aksana.an Pemutakhiran Data Wilayah Kelja :
a. Deﬁn151 I !
: Operasmnal pelaksanaan pemutakhlran data wﬂayab} kexja

oleh kader adalal biaya operasional yang diberikan kepada
PPKBD dan Sub{PPKBD untuk melakukan pemuta.\chlran
data bt?ngendalian lapangan di tingkat dcsa

I
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1
i
1

x

Rmman Kegiatdn

[ T PR VPR T P

Péniutakhiran data pengendalian lapangan Poktan (BKB,
BKR, BKL, UPRKA), rumah dataku, Kampung KB, data SDM
lini lapangan (PPKBD dan Sub-PPKBD) yang ada di tingkat
desa di w1l.;lyah kerjanya yang dilakukan . dengan
mcngumpulkan ‘_ data dari kader poktan, | dengan
menggunakan ormuhr K/0 untuk Poktan dan setaga Poktan
R/I Poktan serta K/O dan R/1 PPKBD/Sub-PPKBD.

"c. Sasaran Kegiatan | -

- 1) PPKBD; dan| - |

; 2) Sub-PPKBD) |

.d. Lingkup Pembiz yaan |

' Biaya operasio al | pelaksanaan pernutakhlran datd wilayah
kerja yang d berikan kepada PPKBD dan Sub- PPKBD

: dilakukan 2 (d a) kall setiap tahun.

"e. Output
Terkumpulnya ata Poktan yang dapat dijadikan data dasar
Hbéram Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan yang
dimiliki dan apat digunakan oleh kader PPKBD dan
SubPPKBD untlik perkcmbangan wilayah kerjanya. :

: Operasmnal Pelaksapaan KIE

a. Deﬁru31 1 i
Merupakan k glata.n pelaksanaan promosi, sosialisasi
Program |- | |
Bangga Kenca yang d1sampa1kan oleh kader PPKBD atau
Sub PPKBD d /atau Tenaga Lini Lapangan melalui
pelayanan KIE epada sasaran langsung yaitu Keluarga dan
masyarakat di wi ayah desa/kelurahan, kader PPKBD atau
Sub PPKBD di wi ayah desa/kelurahan setempat ;

b. R1n01an Kegiata

- Operasxonal Pelz sanaan KIE Program Bangga Ken rana dan
percepatan pen inan stunting oleh kader KB (PP D dan
Sub- -PPKBD) an/ atau Tenaga Lini Lapangan dapat
dxlakukan njungan langsung  kepada Kcluarga

: masyarakat Poktan, maupun dalam pertemuan lainhya. |

C. Sasaran Kegiata ;

’ Sasaran kegiatan ada.lah Keluarga  termasuk rema|a calon
pengantm/ calor pasanga.n usia subur, pasangan usia subur,
1bu hamil, ibu pasca persalinan, ibu menyusui, f(elua::rga
yang memiliki & ak usia 0 - 59 bulan, lansia dan anggota

: Poktan (BKB, BKR,'BKL, PIK R, dan UPPKA).

d. ngkup Pembiay aan ;

Lingkup pembiay aan operasional pelaksanaan KIE oleh ka:der
PPKBD dan Sub-PPKBD dan/atau Tenaga Lini Lapangan di

pclaksanaan romosn KIE, penggerakan, pe

: adalah biaya operasional untuk dukungan

blnaa.n,

pencatatan dan pclaporan /pemutakhiran data Keluarga serta

la.mnya yang di akukan oleh kader PPKBD atau Su
minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.

i)—PPKBD

apten o b on e e B ks i rnt e ke o



Output Kegiatan|

- =56~

Remaja, cat

m/ caPUS, dan Kcluarga

‘:%
|

€. ;
| 1) | Meningka akesertaan ber-KB; 3
2) | Meningkatnya past1s1pa31 Keluarga dalam Poktan BKB
.| BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA; dan
3) | Meningkatnya | partisipasi anggota Keluarga untuk
| memeriksakan! kcschatannya di Posyandu dan/ atau
Fasyankes ;_ % z_
Dukungan Media KIE - 1 : i
Dukungan Media [KIE yang dimaksud adalah dukungan
pembuatan/ produksi dan/ atau penayangan/penempatan |
(placement) media ya.ng digunakan untuk menayangkan pesi'a.n
Program Bangga Ken¢ana dan Pencegahan Stunting, yang terdiri
atas: - ; t : J‘
a. Medla Elektronik I
1) I Definisi - :
| Sarana/ media/saluran untuk menyampai - pesan
- |} dan gagasa kepada khalayak yang berbasis elektronik.
i Media elek omk dalam Petujuk Teknis ini .dlbatas1
! berupa: (1) Televisi; (2) Radio; dan (3) Media Onlipe. |
2) i Rincian Kegiatan |
| Pembuatan/produksi dan/atau penayangan/
'| penempatan ! {placement) media el Bktroriik
._ i yang dlganakan untuk  menayangkan pesaan
Ii Program Bangga Kencana dan Pencegahan ‘Stuntipg
| sebagai penflukung kinerja kader di lini lapangan. |
3) : Sasaran Ke iatan o
" | Remaja, catin/ r:aPUS, dan Keluarga.
4) | Lingkup Pembiayaan 1
-1 a}  Biaya produksi (talkshow/iklan layanan
: ' masyarakat/psa/ adlibs/jingle);
.| b) Biaya enayangan/placement ;
5) | Output _~
‘ Tersampaikannya matcn KIE Program Bangga Kencana
. dan Pencegahan Stunting melalui med1a eléktronik
, d1 kabupaten dan kota.
b. Medla Cetakan |- % ]
1) Definisi i :
l Sarana/ me 1a/ saluran untuk menyampa.lkan pesan dan
'E gagasan k pada khalayak yang berbasis etakgn
| (printing). Media cetakan dalam Petujuk Teknis ini
| dibatasi berfipa: (1) Leaflet; (2) Poster.
2) | Rincian Keglata{n | | S
I Pembuatan/ produks1 dan/atau penayangan/
_ | pcncmpatan (placement) media cetakan yang dlg;unakan
| untuk men ayangkan pesan Program Bangga Kencana
g { dan Pencegchan Stunting. :;
3) .| Sasaran chrxatan '

i
i
L]
i
!
i
{



b 1 ;

B N |

0 S7- |
4) | Lingkup pembiayaan 1

‘i a) Biaya pembuatan/ produksi (desain/layout)] 4

b) Biaya pcnempatan media cetak (contoh! akrilik
untuk poster dan leaflet); - !
:c) Biaya | enggandaan/ perbanyakan; dan :

| d} Biaya distribusi. ’

5)| Output | | ;

f | _’I‘ersampaik[annya materi KIE Program Bangga Kenceina

. dan Pencégahan Stunting melalui media |cetakan

codi kabupatc[n dan kota. ' 4

Media Luar Ruahg !

1) | Definisi _ : %

| Sarana/ media/ saluran untuk menyampaikar pesan

dan gagasan kepada khalayak yang berbasis media luar
| ruang. . | |

.| Media luat ruang dalam Petujuk Teknis ini|dibatasi

i berupa: (1)|Spanduk; {2) Baliho; dan (3) Umbul-umbul.

2) | Rincian Kegiatan f " ;
Pembuatan/produksi dan/atau penempatan (placement)
media luar{ruang yang digunakan untuk mena angkan
pesan gra}n Bangga Kencana dan Per cegaﬁan

! Stunting d dapat memanfaatkan momentum [strategis

‘nasional athupun lokal! kedaerahan. |

3) | Sasaran Kegiatan ;

| .Remaja, ca n/caPUS, dan Keluarga ;
4)| Lingkup pembiayaan :

a) Biaya embuatan/ produksi (desain/layout); =
b) Biaya enggandaan/ perbanyakan; dan :
¢) Biaya penempatan media luar ruang. f

5} Output C | | ,

' | Tersampai hya materi KIE Program Bangga Kencr::ma
,dan Pence ahan Stunting melalui media luar yuang di
‘kabupaten |dan kota. |

Medxa Tradisional dan Kearifan Lokal i

1)| ‘Definisi : ;

1 ‘Sarana/me dia’/ saluran untuk menyampaikan peéan
: ‘dan gagasdqn kepada khalayak yang berbasis sepi tradisi
.1 'dengan keprifan lokal. Media tradisional dan|kearifan

:lokal dalam Petu_luk Teknis ini dibatasi berupa: ;(1)
‘Drama/ Lckon/ Pertunjukan Rakyat; (2) PulsJPu’antt';n/
:Gurindam/ kesenian budaya lainnya yang lekat dengan

_ __unsur lisan.: ] ‘

2)| Rincian Kegiatan ;

e Pembuatan/produksx dan/atau penayangan (placement)

: ';'media tradisional dan kearifan lokal yang dlgunakan

;untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana
‘dan Pence gahan Stunting dan dapat memanfaatkan
éimomentum strategls - 3
: i

|
SR :
b {




3)
4) |

%)

Sasaran chiatan
Remaja, ca

is8-

in/ caPUS, dan Keluarga.

Lingkup pe bxayaan

a)
b)
Output

Tersampai

. dan Penceﬁ

. kearifan lo

Dukungan Manajemen

Biaya cmbuatan / produks:,
Biaya enaya.ngan / plaoement

anﬁya materi KIE Program Bangga

A1 di kabupaten dan kota.

|
i

H
'

Kencana

ahan Stunting melalui media tradisional dan
1

i
_?

Duku_ngap manajemen merupakan dukungan operasional untuk

pembiayaan pcngelcEla
termasuk rapat-rapa
monitoring dan evaluasi

a. Definisi

Dukﬁngan manaj

dana BOKB.

ngkup Pemblayc.ah : :
1 admlmstram pengclolaan program dan
KB kabupaten dan kota berupa perjalanan

keuangan BOKB, alat tulis

'dalam lingkup pengelolaan dana

emen adalah dukungan terhadap pengclola?an

kantor,

atau pertemuan dalam rangka pembinaén,

BOKB.

i

i
!
i
i

dinas: dalam abupaten/kota yang dilaksanakan oleh

pejabat/staf dari PD-KB meliputi: *
1) honorariu PPTK dan pengelola keuangan OKB di
- PDKB kab patcn dan kota yang d1tctapkan olch pejabat
i berwenang (di daerah; : i
2) | dukungan administrasi, seperti alat tulis kant_or,
.| pengganda fnaten dan/atau penjilidan;
3} ! rapat-rapat/ pcrtemuan koordinasi, sosialisasi dan
- | perencana bag1 pengelola Program Bangga Kencana di
PD-KB ka upatcn dan kota, serta monitoning dan
i ‘evaluasi dari kecamatan ke kabupaten dan kota
. fdan/atau eba.hknya, dan , 1
4)| 'pembinaan| - administrasi pengelolaan program dan

i
F
|
|

anggaran oleh PD-KB kabupaten dan kota i Ba1a1

:Penyuluhat

c. Sasaran chxatcn ;

PD KB kabupatgn dan kota.

Output _ : :
Tersedlanya d ukungan pembiayaan untuk me
pcngelolaan BOKB serta penurunan stunfing.
I : )
S :
e | BABII
' PELAKSANAAN

{.

A Penguatan Koordinasi Pe]aksanaa.n

1

: Bupat.ll dan waliko

ta

mengacu pada Undang-Undang N

Tahun 2014 tcntané Pemenntahan Daerah Lampiran 1 hi

s_:-
St
:Lf
.

|

1 KB dan Kampung KB serta kader Poktan

hdukung

menetapkan pedoman pengendalian da.n
: pendlstnbusmn kebftuhan alat dan obat kontrasepsi di daerah
kabupatcn dan kot

omor, 23
iruf N.

1
!
i
!
i
i



10.

11,

12.

_bertanggung jawab dj

.kabupa:tc_ln dan kota.|
'PD-KB kabupaten d

'PD-KB l kabupaten/

1 fasﬂltas kesehatan.
. PD- KB melakukan

‘ mitra kerja, selanjuj
i kom1trf1cn terkait
; penurunan stunting,
; Program Bangga Kencana dan percepatan penurun
Bentuk komitmen yang dilaksanakan. Oleh
| mltra termasuk dukungan regul
: penganggaran koordinasi audit stuntmg (Direktorat Balita dan
~Anak).| .

“serta melaporkan
é stakeholder dan

~ mendapatkan  verifi
. pengalokasian angga

"1

]
|

i
I

Kepala PD KB kab

kcuangan BOKB denga.n Surat

kabupaten dan kota.
Kepala PD-KB kabup
KB (didukungdengan
dan kota).
Kepala Daerah kabu
setingkat! desa/kely
dengan Surat Keputy
Kepala PD-KB kabup

data di Balai Penyuly
kader IMP atau Petu

sebagai pengolah da
ada BalaJ. Penyuluha;

Kepala | PD-KB - kal
kesehatan yang me]

dan Obat Kontras

kesehatan penerima

i

. "59"

Keputusan Kepala

upaten dan kota menetapkan pengelola

PD-KB

atep dan kota menctépkan Balai Penﬁuluhéan

paten dan kota menetapkan suatu
rahan sebagai Kampung KB (d
san Kepala Daerah.

1han KB, yaitu Penyuluh KB atau PL
cras Pencatatan dan Pelaporan yang

] t1ngkat kecamatan.
aupaten dan kota menetapkan
akukan pelayanan KB dan telah

Surat Keputusan Kepala PD-KB ka

upaten

Wilay:ah
1dukung

atcn dan kota menetapkan petugas pengolah

KB atau
Hitunjuk

ta d1 Balai Penyuluhan KB atau jlkﬂ. belum
N KB maka dapat ditunjuk staf PD-KB untuk

fasilitas
Eeregistcr

dalam Sistem Infom;lam Mana_]emenBKKBN sebagai penerima Alat

si dengan Surat Keputusan Kepalé PD- KB

hn kota melakukan stock opname d),‘ fasﬂltas

Alat dan Obat Kontrasepsi secar. berkala

secara rutin {triwulanan} mel sanakan

(tiap semester) se
evaluasi dan pem tauan terhadap permintaan dan persedlaan

rnomtormg ketersedi

'Alat dan Obat Kontrasepsi di fasilitas kesehatan. " -
kota mendistribusikan Alat dan  Obat 1
Kontraseps1 secara rutm sesuai perencanaan distribusi. |
Setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB mengajukan usulan
‘kebutuhan Alat dan
(kebutuhan non rutip) ke PD-KB kabupaten/kota. |
' Selanjutnya, PD-KB
-usulamI kebutuhan

Obat Kontrasepsi untuk permintaan darurat

kabupaten dan kota menganalisis kclayakan

Alat dan Obat Kontrasepsi dan melakukan
jaan Alat dan Obat Kontrasepsi r.l setiap
- . ' !

: {

p'ertemuan dalamn rangka pen ampa:ian

' Program Bangga Kencana dan stunting kepada stakeholder dan
.nya ditindaklanjuti berupa implementasi dan
Program Bangga Kencana dan percepatan

akh1r tahun melakukan evaluas capaian

stunting

dan

lasi

Dokurncn bukti se bagaumana di atas, wajib disampajkan dan

kasi dari BKKBN sebagai perumbangan
ran BOKB tahun berikutnya.

i
i
]
1
f
i
i
!
|
1
|
i

i
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. Mekamsme Pelaksanaan Penggerakan Pelayanan KB MKJP

. Dalam penlla;:faatan ope¢ ras1ona1 penggerakan pclayanan KB MKJP
perlu mcmperhatikan be ‘
1.

'Wllayah Khusus;
PD- KB| kabupaten kota membuat Surat Keputusarp Daftar

' tempat pelayanan

. KB yang Bxaya Medi nya d1b1aym melalui dana BOKB; ;
. _:jPembayaran pem 1ayaan BOKB operasional penggcrakan

d. Fotokop1 K/IV/KB.!

LI L . . L | ) N i -
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]

f
e

t:

l

erapa hal, diantaranya: j
KB MKJP masing-masing kabupa tcn/ kpta

Total target pese

sesuai dengan detai r1nc:1an yang ditetapkan; :

Apablla terdapat pe bahan target peserta KB MKJP sesuai pom

-1, maka PD-KB kabupaten/kota menyampaikan jnformasi

terscbut dengan be urat kepada Kepala BKKBN dltcmbuskazi ke
perwak:llan BKKBN prov1n31 dan Direktur Bina Pelayanan KB

Fa3111tas Pelayanan Kesehatan atau TPMB yang akan| menjadi
yang Biaya Medlsnya dibiayai rnelalm dana

f Penggerakan  Pelayanan KB yang
) : Kepala PD-KB kabupaten/kota. Surat
Keputlisan dilengkapi dengan jadwal pelayanan KB di
Fasyankes/TPMB yang d1tunjuk Dalam penetapan TPMB, PD- KB

'kabupétcn/ kota dapat! berkoordinasi dengan penguru’s Ikatan
.Bidan Indonesia (IBI) cabang setempat; :

. Fasyankes atau TPMB yang menjadi tempat pelayanan harus
- memiliki registrasi
| Fasyankes lain yan tereglster untuk mcnjadl tempat pelayanan

'ruk (K/0/KB} atau telah menginduk pada

i

kan oleh PD-KB kabupaten/kotd kepada

Fasyankes atau TPMB SCS‘Llal kriteria pada poin nomor 3 flan 4'_
'PD-KB! \ kabupaten/ ota dapat membayarkan klaim Biaya Medis

kes atau TPMB atau tenaga medis/ tenaga

' keschaia;l pemberi Pelayanan KB (sesuai kesepaka antara
* PDKB dan Fasyankes yang menjadi tempat Pelayanan KB) dengan
‘melengkapi ketentugn sebagau berikut: -:

a. Fasyankes /TPMB/ tenaga medis/tenaga kesehata.n' pemben
pelayanan mcmbuat surat pernyataan tidak akan melakukan
klaim Biaya Medis pelayanan KB yang sudah dibiay: i melalui
BOKB kepada | BPJS Kesehatan dan ditandatangani olch
pe:nanggung _]awab Fasyankes/TPMB/tenaga med;is/ tenaga
kcsehatan pem ben pelayanan KB pada setiap penga_]uan
klalm yang dlakukan Format surat pernyataan dapat
dlsesualkan dengan ketentuan yang berlaku di{ masing-
masmg daerah; ‘ E

b. Rekapxtulas: Daftar peserta KB Penerima Pelayanan yang
dxtandatangam oleh penanggung jawab pelayanan ; di
Fasyankes/TPNB yang paling sedikit memuat antara lam

tanggal pelayanan', NIK, nama peserta KB, ala.rriat jénis
pelayanan (peng;ganu K/IV/KB apabila tidak d11a.mp1'rkan),

‘c. Fotokopi xdentgt:s peserta KB (KTP)/Surat keterangan

ddm1s111 dari RT/RW atau bukti identitas lamnya ya.ng
dlSCtLlle oleh pgjabat berwenang, dan

il,
PR
B
]
i
I'

1
1
i




: BMHP/APD/Deteks
. MKJP) dilaksanakan

f_ undangan, | :
: Kelcngkapan admi] L’llStl'aSl dalam rangka pcrtanggung]awaban

~ biaya !layanan me

- ditetapkan dalam
' menyertakan
. dipertanggungjawab
Peruhdahgan-undangan Ketentuan pelaksanaan konversi ta:rget

c Perhltungan kg

Konsumsi/biaya

(kmtanm /bukti

serta }(elengkapan
pada poin nomor

transfcr/dokumcn
* dipertanggungjawalikan) sesuai dengan peraturan yan

6 (enam) Tidak diperkenankan
- klaim ganda pembcnyaran Biaya Medis dengan pembiayaan dan
: sumber lainnya;

. . PD- KB kabupaten/
-‘ peserta KB dari -
: mclakukan konvers

10.
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. Kelengképan admi.nisi;rasi dalam rangka pertanggungjawaban
f kompc;nnen biaya la‘y'anan penggerakan (Biaya transportasi/Biaya

pengganti tidak bekerja/Pgnyediaan
dini Covid-19/Dukungan pelayanan :KB
sesuai dcngan peraturan . p rundang-

_ |

1

dlS dilengkapi dengan bukti pe bayaran
lain yang dapat
berlaku
etentuan
elakukan

dokumen lainnya sesuai dengan

'ota diperkenankan menambah target sasaran

otal target yang telah ditetap dengan
targct menggunakan dana yang tcrs'edla, '
antar target

:’ctu_]uk Teknis. Konversi dilakukan dengan
hasil l

telaah Justiﬁkasx yang
dan sesuai dengan ketentuan

dapat
eraturan

peng}geirakan pelayanan MKJP adalah: . |

a. Konversi menjd
bagi akseptor
atau berganti
lainnya.

Adanya dokum
memuat alasar
yéng ditandataz

mengahkan sat]

denga.n satuan

akan dikonver
masingmasing,
Contoh 1; Konv

caréx ke metode kontrasepsi jan

di pencabutan implant hanya dipe tukkan
yang akan menggunakan implant‘ kembali
panjang
en jtelaah konversi target pengger. yéng
atau justifikasi perlunya dilakukan konver31
1gan1 oleh Kepala PD-KB kabupaten/kota. i
nver31 dilakukan dengan cara membagi atau
uan nilai biaya penggerakan kontrasepsx awal
mla.l biaya penggerakan kontrasepm yang
51 ?esuax dengan satuan biaya d wilayah
N |

ersi dari MOW menjadi Implan !

Satuan nilai
adalah Rp. 3.
mla1 biaya pe
Rp 1 314.000,-

adalah Rp. 3.830.000,- dibagi Rp.314.000,- ata

%my*a penggerakan MOW di suat::‘tl wilaérah

30.000,- per peserta KB, sedang satuan

erakan Implan di wilayah tersebut adalah
er1 peserta KB. Maka perhitungan konvg:reu
sctara

dengan 12 (du belas] peserta KB Implan, sehmggsl 1 (satu)

peserta KB M
pesertaKBImp
Contoh 2: Kony,

Wi

I
lan.
ersi dari IUD menjadi MOP

dapat dikonversi untuk 12 (dua be__las)

T
i
}




|

r

CMekamsme Pengelolaan dan

. Mekanisme | | pelaksanaa.
_ anggaran transfer ke da¢
: berpedoman pada Perat

" Pemerintah Daerah meny

- Keluarga Bercncana Nasi

r
o0
i

1
|
II
E
i |
i

Satuan nilai blclya penggerakan IUD di suatu wilay

Rp 329.000,-
penggerakan M
per peserta

mcngkonvers1
329.000,- unt
329.000,- x S {1
5 (lima) peser
peserta KB MO

-62- _ é | ' !

er peserta KB, sedangkan satuan nilai biaya
P di wilayah tersebut adalah Rp. 1.577.000,-
z Maka perhitungan konversi adalah
(lirna] biaya penggerakan IUD sel:icsar Rp.
mendapatkan 1 (satu)} akseptor MOP {Rp.
ma{) akseptor IUD = Rp. 1.645.000), [sehingga
KB IUD dapat dikonversi menjadi 1 (satu}

S ;

d. Satuan nilai bidya layanan penggerakan pelayanan KB MKJP

memuat pilih

2)| Biaya Tran

3)| Biaya Medis;

4)! Biaya pen

blaya antara lain:

1)! ‘Biaya Konsumsi;

po}tasi;
’

ann tidak beker_]a merupakan bklya yang

| 'diberikan epada akseptor MOP dan MOW;

5) Bxaya BMHP (kecuali pemasangan 1mp1ant], 5 :

6) : IBlaya APD; dail ' _ ‘
7)| Biaya pemeriksaaan deteksi dini Covid-19 (bagi
| pelayanan KB MOP dan/atau MOW). ;
Saltuan biaya tefsebut disesuaikan dengan ketentljan

pernbxayaan yang chjelaskan di atas.

e. Dana yang dig
bersumber dari
f. Pendanaan lair]
Pctunjuk Tekni
lamnya sesuai d

dalam APBD

pengelolaan | . keuangarn|
pertanggungjawaban Dan

laporan realisési penggur
BKKBN kepada Kement
Perimbangan = Keuangan

Jnakan untuk konversi target pen erakan
da.na yang tersedia. 1
mya di luar yang 'telah dijelas dalam
s dapat disediakan melalui sumber dana
engan ketentuan yang berlaku., 1
iPertanggun-awaban (Keuangan BOKB
n pengelolaan dan pertanggungjawabmx
°rah dalam BOKB oleh Pemennta.l’i Daerah
ura.n Perundang-undangan yang mengatur
| daerah  dan . Pclaksanaan serta
a TKDD. - L
ampaxkan laporan realisasi penyerapan dana
1aan dana BOKB yang telah diverifikasi oleh
erian Keuangan c.q. Direktorat {Jenderal
(DJPK) dan Badan Kependudukan dan
onal (BKKBN). Laporan terdiri atas laporan

realisasi penyerapan dana dan laporan realisasi penggunaan dana

yang telah dwenfikasx oleh BKKBN

e

il.!
oy
Do

Mekanisme P:’e}'lyampajan
Penyampaian : laporan

rekapitulasi| SP2D penyaluran Dana BOKB, disampatkar]
_bcntuk dokumen fisik

1
fl

I
4
!

E;BABIV

]
i
!
]
1
1
|
I

PEIJLAPORAN

Lapora.n .,

sebagalmana dimaksud disertai { dengan
dalam

1

(hardcopy) dan/atau dokumen elektronik




[
i I
I N
[
|

S

(softcopy) melalui aplikasi
sebagai syarat penyaluran,

di
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PD-KB menyampaukan Laporan ke Badan Kependudu
Keluarga Berencana Nas 1onal melalui Sistem Pelaporan Per¢ncanaan
Monitoring dan Evaluasi DAK Subbidang KB (Morena) secara mwulan
dengan mekamsme sebagal benkut
1. Pernenntah Daerah menya.mpaxkan laporan realisasi penyerapan
dana dan laporan realisasi penggunaan dana BOKB yang telah
d1ver1ﬁkas1 oleh daha :‘BKKBN serta rekapitulasi SP2[§ keplada
' Menteri Kcuangan ¢q Dlrektur Jenderal Perimbangan Keuangan

dan chala BKKBN >esua.1 mekanisme pelaporan dalam
Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengelola

Alokasi Khusus Nonfisik;

2. PD-K_B% kabupaten dan kota menyampaikan laporan

-penyeralﬂan dan reahsasx penggunaan BOKB kepada
oran Perencanaan Monitoring dan
(Morena) berdasarkan hasil re
-dcngan Kepala Bir /Badan/ Dinas Pengelola Keuangan

~melalui Sistem Pel
DAK : Subbidang

1
i
5

1
I
i
[

sampaikan kcpada Kementerian Keuan1gan

1
dan

E

eraturan

an Dana
H

realisasi
BK@N
Evaluasi

konsiliasi

Daerah

' paling | lambat 10 (sepuluh] hari setelah triwulan pelaporan

berakhlr'
3. Tim pengendali D

venﬁkasx atas lapor

(lima) hari setelah la ora.n diterima;

4. Tim pcngcndah DAK : tmgkat Pusat c¢.q Biro Keuan
ilik Negara melakukan analisis atat laporan
_yang dltenma untu dllaporkan kepada Kepala BKKBN.

: Pcngclolaa.n Barang

. Formulir Penyusunan La
Formulir penyampaian 1
Keuangan yang mengat
Nonfisik serta formulir

ran

- oleh Kepala Biro/Ba an/Dmas pengelola

: sedangkan i laporan

ealisasi

| ditahdatangam oleh Kepala PD-KB.

DANA BJ\N"'UA\I OPER/

" KABUI'ATEN/KOTA ..

R SANMPA
P
Yang bertanda tangan ¢t bawah

scbagai berikut: !
: b

- : JAPORAY REAL I%-\%l PENYERAPAN
SIONAL KELUARGA BERENCANA {BO:(B}
L AMTAHUN ANGGARAN ...7

H DENGAN TAHAP .., 1

|
g

: : ;
A. Sisa BOKB di Rekening Kas Uiy Dacrab tahun sebelumnya

1. Penerimaan dari Reckening Kas
: cd
- Tahapt @ | -

- TahapIf |i
Total Penenmaan
Jumlah A+B l

C. Realisasi Prn) 11ursm Dana 3¢

- melalai ‘BPQD !\abup aten /Kot

- Tahapl .- P
© « Tohapll . : i
- Kumulatif s.d, Tahap ini

- . == la - eew r—

i
b

l

Umum Negoara

da,ri RKUN
i
]

!

hf! ke Balai Penyuluhan

fingkat Provinsi melakukan vali
realisasi pada butir 2 (dua} paling

> Rp
: Rp
: Rp

Rp ©

oy
i
= 67
Ll S

o
rn
R RERIE

asi dan

lambat 5

an dan

i
i
{

ran, disesuaikan dengan Peraturan Menten
tcntang Pengelolaan Dana Alokasi
laporan BOKB pada Aplikasi Morena
Formulir laporan realisasi penyerapan dana diisi dan ditand
keuangan
penggunaan dana  di]

Khusus

atangani

Daerah,

si dan
S

1
1

'
1

ni 1. 4 menyatakan bahwa saya bertanggut g jawab
penuh atns kebenaran Laporan Realisasi Penycrapan Dana BOKB in: dengan

rincian,

i
{




ey

S
o
i

.

Pétﬁnjuk Pengi;
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14

10

11

12

13

15

16
17
18
19
20

21

'yang dikembalikan
‘Diisi _]umlah kum
_dlkurangl Pengem
-penerimaan dari RKUN s.d. tahap [ atau II di tambah dengan
‘Sisa BOKB di RKUD

. Diisi jumlah sisa D
Diisi tcmpat dibua
Diisi tanggal dibua
Diist nama jabatan.
-Diisi tanda tangan a
' Diisi nama lengkap

;!4

- Diisi nama kabupats
“Diisi tahun anggarat
- Diisi tahap berkenasz
- Diisi oleh Kepala Bir
Diisi- sesuai dengan
. belum dlgunakan pa
' Diisi sesual dengan
' Kas Negara ke Rekeni

- Diisi sesuai dengan
-Kas Negara ke Reke aimg Kas Umum Daerah pada tahap IJ.

'Diisi sesuai deng jumlah keseluruhan Dana BOKB yang

-disalurkan dari Rek

tahap akhlr laporan{ .

- Diisi: scsuaJ dengat
' terdapat Rekening K
Diisi _]um_lah penyalu
Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantun
- Daftar 'SP2D yang cllterbltkan untuk penyaluran BOKB
| anggaran berkenaan
- Diisi _]umlah penyaly
:Jurnlah ini harus shma dengan jumlah yang tercantu
. Daftar SP20 yang d
-anggaran berkenaan
%DllSl Jumlah
' kabupaten /kota s.d.
Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpak:
dikembalikan ke RKUD.

Diisi jumlah kumulgtif penyaluran BOK_B s.d. tahap ber]

5dikuraﬁgi dengan Jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan

kum

B
bn /kota.
|

']..i

.

o/Badan/Dinas Pengelola Keuangan{

%

_]Limlah sisa dana' BOKB di RKU
da tahun anggaran sebelumnya.

_]umlah transfer Dana BOKB dari Re
°nihg Kas Negara kc RKUD sampai

As Umum Daerah.
ran BOKB tahap I.

pada tahap L.
ran BOKB tahap II.

[1terb1tkan untuk penyaluran BOKB
pada tahap II.

ula'r.u‘ penyaluran BOKB meIalul
tahap akhir laporan.

e RKUD.

_|um1ah transfer Dana BOKB dari Rekening
nng Kas Umum Daerah pada tahap Il

yang

i

kening
E

‘

dengan

!

i

L Jumlah keseluruhan Dana BOKB yang

|
i.
n pada
i
1

;

l'fl padja

tahun

SP2D
i
ai dan

kenaan

1at1f realisasi penyaluran BOKB
ahan ke RKUD dibagi dengan

Tahun sebelumnya.
a BOKB tahap I dan/atau tahap II.

ya laporan

i dan stempel basah.
an NIP penandatangan laporan

etclah
umla.h

e st e e 1 e
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LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA w>2.H,C>Z OﬂwgmHOZbHL Nwrgp_amb wm%mzoaéy ENOSZmH\ ECE&H@Z\ NO,FP

“ TAHUN ANGGARAN 7.7 SAMPAI DENGAN TAHAP -~ ~

[ESpR

Perencanaan Kegiatan - Realisasi KODEFIKAS1/
Pagu Kesesuaian KETERANGAN/
No. | Jenis Kegiatan Jumlah DAK Non | DPAdgn | Keuangan PERMASALAHAN | pAGU | TOTAL o
Volume | Satuan | Penerima | Fisik Petujuk DAK PENYERAPAN
- |Menfaat |Jumlah [Teknis | Jumlah |
Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (M) (8) (2 (10) (11) (12)
I Balai
Penyuluhan KB
1 Operasional
s | e+ Penyuluhan
— Program ~ dan |
Pembinaan
Tenaga Lini
Lapangan
12, {...Dst__ . i} - _ y e - o
~Il | Pelayanan KB~ e e ———— — —
1 Operasional
. ....| Distribusi

Alat dan Obat
Kontrasepsi
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LER R J wm”

©

Penggerakan di
Kampung KB

I -

Pembekalan

Pokja Nm_u.:vﬁsm _

KB

.... Dst

IV

Penurunan
Stunting

Pengadaan Bina
Keluarga Balita
(BKB)

Kit Stunting

e Umﬂ

| Pembinaan

. - f-—- | dan Sub-PPKBD |-~

Program Bangga
Kencana  bagi
masyarakat oleh
kader  PPKBD
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Perencanaan Kegiatan Realisasi KODEFIKASI/
— 1 Paga T KETERANGAN/
Jenis Jumlah | DAK Non | Kesesuaian | po0n00n | PERMASALAHAN | pAGU | TOTAL
DPA dgn DAK |PENYERAPAN

Petujuk
Teknis | Jumiah | o

No. ] . .
Kegiatan Volume | Satuan | Penerima Fisik

Manfaat Jumlah
_ Anggaran

32 | aeee Dst

1 Operasional
Pelaksanaan
Pemutakhiran
Data

Wilayah Kerja

= TOTAL

“ T - R — : : [V J— — R .!.:.1 : : : e e e— fem——— e z. m. tttttttttttt

Tempat ........ ) .H.mum_mm.—
. Kepala SKPD Teknis
e e e e e e+ e oo (tanda tangan asli dan cap dinas) ... -

NIP - ereeenns




Monitoring dan e\iaiuasi penggl

| MONITDRING DAN EVALUASI

BABV

haa.n dana BOKB dilakukan secara

[P "

be:jeﬁjang

dari BKKBN ke PD -KB kabup3 ten: dan kota oleh tim pengendali DAK tingkat
pusat dan provmsx - | | N

A Monitoring | dan Evaluasi Penggu'naan Dana BOKB dimakSudl{an untuk
memastikan:| S

1. Kesesua;an antara usulan kcglatan dan rencana kcxja ang telah

disusun'; melalui Si tcm Pelaporan Perencanaan Moni oring!; dan
Evaluasi DAK Subbidang KB (Morena); 1

2. Kesesuaian waktu [pelaksanaan, lokasi, dan sasaran dengan

perencaﬁaan Memastikan pemanfaatan dana BOKB sesuai detlngan

tujuan dan sasaran Prat{g telah ditetapkan dalam Petun; uk Ts:knis
Penggunaan Dana BOKB; ' .

3. Memberikan masukarn untuk penyempurnaan kebijakan p =nggunaan

' dana BOKB dari aspgk: perencanaan, pcngalokas1an anggaran, dan
pemanfaatan dana BQKB ke depan; *

4, Hasil evaluasi menjadi dasar pcrtlmbangan alokdasi tahun
" berikutnya. | |

Tata cara dan ‘'waktu monitoring dan evaluasi pcnggunaan dana BOKB,
sebagai beriklj.lt: B ;

1. Reviu Laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untu mcnélaah

data dan 1nformas1 ’cerdasarkan laporan realisasi penyefapan dan

penggunaan dana BOKB semesteran dari PD-KB kabu aten! dan

e .(_J Cae

kota. Re_v1u laporan d
dari PD-KB kabupater,
Kunjungan Lapanga
dﬂakuka.n secara Iz

| dan kota;

h i rinci

mforma51 ~yang leb
penggunaan dana BO
Iapangan dilaksan

_ meng1dent1ﬁkas1kan
| dalam pelaksanaanny

an secara berkala dan terpad
permasalahan—permasalahan yang]-
dJ. lapangan;

1lakukan setelah laporan semesteran dlterlma

!

n zmerupakan kegiatan momtonng yang
ingsung dan bertujuan wuntuk mcngctahux
berkaitan dengan pcrkembangan
d1 PD-KB kabupaten dan kota. KunJungan

untuk
dlha_dapl
i

u,

- i
Forum koordinasi - bértujuan untuk mcmndaklan_]utl Hasil reviu

laporan ‘ dan /atau
dilaksanakan secara
dan tim ~ pengend
mengikutsertakan
permasalahan yang be

Mekanisme Monitoring BO
Dalam melakukan Monitor]

1.

Tim Pe'n'ge‘ndalian DA
melakukan monitori

kabupaté:‘:n‘: dan kotd

BKKBN; | |

kunjungan lapangan. Forum
erkala oleh tim pengendali DAK tin
i i DAK tingkat provinsi,
cmangku kepentingan apabila
rsu'at khusus.

B

ing perlu melakukan mekanisme::

ngi pelaksanaan BOKB ke
‘dan melaporkan . hasilnya kepa

oordinasi

gkat ;:;_usat
serta  dapat

terdapat

i

K Subbidang KB tingkat pusat secara berkala
progmsx

dan
a Kepala




S
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i
i
J
{

2. Tim Pengendali DAK Subbldang KB tmgkat provinsi secara berkala
~ melakukan monitoring pelaksanaan BOKB ke tingkat kabdpaten dan
- kota danl' melaporkan hasﬂnya kepada Tim Pengendalian DAK Pusat
3. Tim Pengendali DAK Subbldang KB kabupaten dan k{ta secara
. berkala melakukan monitoring pelaksanaan BOKB ke ccamatan
~ dan des'az serta mel apo}kan hasilnya kepada Sekre ts Daerah
kabupatéri dan kota. | i | |
Upaya mengOptlmalkan dukungan anggaran BOKB pada un 2024
dalam mendukung Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan
stunting diperlukan monitg rmg dan evaluasi secara mandm d tcrpadu
1.Mandiri | ! ' *
Setiap - anggota tim| pengendah 'DAK dlharapkan clakukan
Momtonng dan Evaly a31 Kebijakan Program dan Kegiatan dengan
| bcrkoord1na51 dengan B1_ro Perencanaan BKKBN dan Biro 'Keuangan
- dan Pengelolaan Barang; Milik Negara BKKBN sebagai Pengélola
~ didalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kegiatan BOKB
: Keglatan ini dapat dllakukan sewaktu-waktu. |
2. - Terpadu | . - S
Biro Kcuangan dah Pengelolaan - Barang Milik.: Negara
- mengoordinasikan Monitoring dan Evaluasi setiap triwulan; bersama-
bersama’ tim pengendali DAK Pusat dan Provinsi terutama
Pengampu Program, agar Program dan Kegiatan BOKB di dacrah blsa
' terlaksana dengan opt] mal sehingga Target Program Bangga Kencana
dan percepatan penurunan stunting pada tahun 2024 blSA tercapaJ
- dan pelaksanaan anggaran terserap secara optxmal ' 1
Melalui Momtonng dan Evaluasi Program dan Anggaran BOKB I1n1, selam
untuk mengoptimalkan dglkungan anggaran BOKB dalam mcndukung
Program Bangga Kencana dan program percepatan penurunan $tunting di
daerah diharapkan cakupan laporan yang terlaporkan melalui Aphkam
Morena bisa selaras dengan pencapaian Program dan Anggaran ¢i daerah
Dalam hal momtonng dan 1cva1uasx terpadu ini dapat mchba?ka.n
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daldm negeri,
kementerian yang menyel nggarakan urusan- pcmenntahan i bic}ang
keuangan, dan keme tcnan yang menyelenggarakan| wurusan
pemenntahan di bidang pe encanaan pembangunan nasional. a
Evaluasi BOKB - o
Evaluasi secara umur merupakan proses 1dent1ﬁkc,si atau
mengumpulkan informasi mcngcnm kinerja untuk mengukﬂr/ memlal
apakah kmexja kegiatan yang 'dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
atau tujuan yang ingin di apm Hasil evaluasi (informasi yang d1dapat
dari proses evaluas1) BOKB dapat dlpergunakan sebagai kap‘an dalam
upaya penmgkatan kinerj d1kemud1an hari serta dapat dlpergunakan
sebagai acuan d ' ; mengembangkan  alternatif | strategi
kegiatan/ penyclenggaraan BOKB kedepan. Evaluasi BOKB dilakukan
dalam 2 (dua) lingkup utg rna, yaitu lingkup perencanaan dah hngkrup
pelaksanaan, yang dapat dij abarkan sebagal benkut - ! |
!
: l
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b tmgkat pemahaman pengelola BOKB kabupaten

C. kesesuman Peturuul; Pelaksanaan BOKB yang disy

-akan dllaksanakan meli 1put1

(70)

Lingkup Pérencanaan . .
o . .
Evaluasi dari sisi perencanaan kegiatan (menu dan sub nj

e g T -

POV P R

akan dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota. Hal inj
a_. kesesuaian keg1a1an"(mcnu dan sub menu) yang dir

enu) irang
eliputi:
ncanakan

dcngan Program) chlatan Prioritas Nasional dan kcsesuaxan _

- keglatan dari sisi kcwcnangan Pemerintah Daerah;

4

dan kota

terhadap kegiatan yang direncanakan dan perencanaan Jadwal

' pclaksanakan keglatan oleh pengelola BOKB;

kab_upaten dan kqgta dengan Petunjuk Teknis BOKB; d4
d. Perax'll tim pengengali DAK dan Badan/Dinas Keuangg

dalam proses perencainaan BOKB di Daerah.

N ¥

Lingkup Pelaksanaan h(
Evaluasi dari sisi pelaksanaan BOKB di kabupaten dan |

1
Isun bleh
in |
n Daerah
]
i
cota yang

a. kesesualan pelaksanaan keg1ata.n (mcnu dan sub menu) oleh

pengelola BOKB di k_abupaten dan kota dengan keglé

dianir dalam Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksan
BOKB;

rencana kerja yan
BOKB kabupaten :lan kota;

kesesuauan pelaksanaan kegiatan dengan pelapora

tan yang

|

'_ b.. cval@a_si atas' reglisasi pelaksanaan kegiatan dengan _]aclwal
disusun dalam Petunjuk Pelaksanaan

1
n BOKB,

terutama terkait cengan ketepatan dan kelengkapan
baik melalui Aplikasi Morena maupun Aplikasi ALADIN

kegiatan BOKB oleh PD-KB kabupaten dan kota,

elaporan
: dan | ,

d. evalua'.;l terhadap koordmasx lintas sektor dalam pelaksanaan

ermasuk

koordinasi antara PDJ -KB dengan Bappeda, Inspektora _Dac:i‘ah,

dan Dmas/ PD terk alt lainnya di tingka_t kabupaten d

'i
-

kota.f

i
|
1
i
i
|
|
i
i
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IBOKB bers1fat bantuan dan di

(71) ,
i
~ |BAB VI

' PENUTUP

*
"
i
!

arapkan dapat dxmanfaatkan secata opt.lmal

-mtuk upaya pencapauan target/sasaran Program Bangga Kenc*ana serta

aenurunan Stuntmg yang tel
Jangka Mencngah Nasional d
yang dapat d1smerg1kan deng
dialokasikan dari ' APBD dz
kewenangannya. :

Petunjuk Teknis I?ehggunaan |9
ini disusun sebagai acuan dala
yang telah dialokasikan. Selanj
menerima BOKB!wajib mengg
dengan rriencrbltkaln Petunjuk
Kabupaten dan Kota

dxtetapkan didalam Rencana Perqbangunan
Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020- 2024
an! berbagai kegiatan operasional lain yang
n ldana transfer _ lamnya sesuai dengan

iana Bantuan Operasional Keluarga erencana

pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu)
[Ttnya dalam penerapannya sctiap daerah yang
cu;dan menindaklanjuti Petunjuk {Teknis ini
Pélaksanaan yang ditetapkan Kepala PD-KB

f
t

Dalam pelaksanaan dukungan gdana BOKB agar tetap. mengacu pada

peraturan perundang -undang
perubahan kebijakan yang
dilakukan penyesuian dan

an! dan apabila dikemudian hén texjad1
berka1tan dengan dana BOKB maka akan

penyempurnaan pada penyusun _pedoman

penggunaan danal' BOKB selanjutnya.
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